BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.363, 2023

KEMENKEU. SBM. Tahun Anggaran 2024.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan
Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan
Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2024;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6850);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,
dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
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Menetapkan

Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 537)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman
Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi
dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR
BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 merupakan
satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang
ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 berfungsi
sebagai:
a. batas tertinggi; atau
b. estimasi.
Pasal 3

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang
berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang
berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar
biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam
penyusunan rencana Kkerja dan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.
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3-
Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

L URAIAN SATUAN BESARAN
1] S [E] I
1 PRONORARIUM PENANGGUNG JAWAL PERGELOLA KEUANUAN
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£ NUst pags dana o aas FpS milier wd. W10 milier on Hp2 590,
B Nilal pags dune A ates B 10 miller 3.0, Bp2s milsr 0B Rpa 00
A Nl pages desa o wtas Rp2S mitiar 4.0, RpSO millar on Rpd 420 000
b MOl pagu e 0 atis BRSO milar s Rp73 milier on M K40 000
N Nea pag s & atas RPTS midkar 54 Rp100 edlies on R 250,000
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& Nl pegr dana i stax RpS mlar o0 Rpt0 millar on Hp2.520.000)
B Nilad g s A atas B 10 silier w10 Rp2s miliar o8 2 20,000,
L Nk s dane o atan Bp25 milier &0, RPSO millr o P 320 000)
§ N pags thana @ atas RS0 mitler 8.0 RS miliar on Rp) 720 000
. Mikal pag deca @ atis RpTS millar w0 Rp100 meblar o 4. 130,000
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T N ety dann d i Rp000 e .. RpT50 ssillar on Rp5.610.000
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€ Nk pugu dana & wtas ¥pi millar 5@ RpQ.5 milesr o Hp¥70.000
1 Nelog pongi dlana ol wins Rpd.S il wil. RpS millkey o8 RpKSO. 000
£ Nl pegru dans di s S0 miter ad. 2pL0 mdor o8 0. 000
h Nl page dans di atas Rp 0 milisr o . Rp25 milar o Rp1.250.000]
L Wil page dans df atas Rpa% miller 0. RpSO silise on Rpl 520,
5 Niksi pags dans 4l atas FpS0 silier o RpYS miliar o8 Bp 17RO 000
Nl pagls dena & atus pYS miliar w4 Bp100 mllar op RpZ 040 000
L N0l pegy dene & wtus Rp 100 miler s 4 Rp2S0 milier on Rpd. 4401000
. N2l pagi dasa @ ntns RPZS0 milk xd. Rp300 miliar oR W2 830.000)
Nl g e & s K500 miive wd. RS0 sullier o 3. 230.000)
O Tl pagu dana & wtas Rp750 miller s, Rp ! tribus on Rp3.620.000)
P Nl pagu @ane & stas Bp ) triban o Hp4 430,
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NO UBAIAN SATUAN DR SARAN
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NGO URAIAN SATUAN PRESARAN
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HONORARIUM PENY ELENGGARAAN REGIATAN PENDIDIKAX PADA LINGRUP
PENDIDIKAN TINGGI
HONORARIUM DOSEN/PEQAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/

TUGAS KHUSUS TERTENTU

1113

Universitas) Instutut
o Pembantu Reksor IV/Wakil Rekee |V

b Pimpinan Pakukan/Pascasarjans
1) Direktur Pasc
2] Asanten / Wakil Direktur Pascasarzana
3] Ketun Frogram Studi Pascasarana
4) Sekretaria Program
¢ Lembugs/Badan
1) Ketua/ Kepala/ Derektur
2) Sekretarin/Walal Direktur
& Pusat
1K
2) Sekretarin/Wakil/ Roordinator Budang
e, Undt Pelakanna/Peounjang Teknis
1] Ketua
2) Sekretaris
I Mahad
1) Direktur / Pimpinan
1) Sekretaria/Waksd
3 Pengasish) Miswagih
4) Koordinator Bidang
g Jurusan
1) Ketua
2] Sekretaria
h. Program Studi
1) Ketua/ Koordinatos
2) Sekretaris
| Satuan Pengawas latetnal [S71)
1) Kewua
2) Sekretans
) S Tugns Pelak TP}/ Depar d
1) Retus
2| Sekretanis/Ketua Divisi
k. Labovatornies/Bagian/ Studee/ Benghel
Kepala/Keordinator
I Senst
1) Ketua
¥) Selcretans
3) Ketua Komisi
m. Senat Pakultan
1) Ketan
2| Sokretarin

1] Keordinator
2} Waksl/Selcreturmn

Polaeknik
. Pembantu Direktur IV (Fenanggung Jawab Kera Samal
b Pusac
Kepala
€ Unit Pelaksana/Fenusjang Teknis
1) Ketua
2) Sekretars
e Jurnasan
1) Ketus
2) Sekretana
L Program Suadi
1) Ketua
2) Sekretusis
& Satuan Peagawas Internal (597}
1) Ketun
2) Selzetans
h. Kepala Laboratosas
Senat
1} Retua
2) Sekretatis
3] Retua Kot

SATUAN

RESARAN

OB
oB
oB

oB
on

oB

o8B
os

on

on
o

28

g8 E8

288 =28
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NO. URAIAN SATUAN BESARAN
1113 Sekolah Tingo
= Psmpman Pascasarjona
1) Direktur Pascasarjona on
2y Asister/ Wakil Direltur Pascosarjana on
A} Sekretanis Program o8
3} Ketisa Konsentras os
b Puasst
1) Kepala o8
2) Sekretanin/Wakil/ Koordinatr Bidang oB
€ Unit Pelaksana/Pesunang Teknis
1) Ketuas o]}
2) Sekretaris o8
4 Mahad
1) Dareketur) Punpinan o8B
2) Seleretans/ Wakil 0B
3 Pengasuh/Muwagih OB
4) Koordinator Bidang 08B
e Jurusan
1) Ketua on
4) Sekretania o8
I Program Swudi
1) Ketua og
2| Sekretaris o8
& Satuan Pengawan Internal (SF1)
1) Ketua (8153
21 Selkretarin o8B
h  Repala Laboratorium os
i Senamt
1) Ketun o8
2) Sekretaria on
3} Ketua RKomist on
1114 Akademi
n Pusal
1] Kepala on
2) Sek S Wakil/ Koo Bulnng OB
b Unit Pelaksana/ Peaunjang Tekns
Ketua os
€ Jurusan
1) Ketua OR
) Selaretans OB
d  Program Stud)
1) Ketun OB
2} Keordinator Dosen o8
e Senat
1} Retua os
2) Sekretans o8
3) Anggota os
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NO. URAIAN SATUAN HESARAN
11.2 HONORARIUM DOSEN YARG MENYELENGOARAKAN REGIATAN
ARADEMIR DAN KEMAHASISWAAN
A Program Duploma, Serjana, dan Profosi
1} Ujian Masuk
u} Penguji Al Qur'an/ Lisan Per Heserta
b} Sutang Peoertunn Kelulusan OK
2 Kelebiban Jars Mengajar
] Kelas Reguler
(4) Gurs Besar BKS/ Hadir
(2 Lektar Kepala SRS/ Hadir
13} Lektor SKS/ Hadir
13} Asisten Ahl SKS/Hadir
W Kelas
(1) Grery Besar SKS Hade
2] Lektor Kepaln SKS/ Hadir
(3) Loktor SRS/ Hadix
[4) Asisten Ahli SKS/Hadlir
€] Kelan Internasional
1) Gury Besar SKS/ Hadir
(2 Lektar Kepala SKS/ Haddir
13} Lektar BKS/Hade
19} Asistens Abd BKS/Hadir
3} Penguji Proposal Skripei/ Tugas Akhie COrong/Mahasswa
4) Pemnbimbeny Skeipo / Tugas Akhir Orang/Mahasmea
5i Pembuml Semi Huwl Perelitian Skrpsi/ Munakasab Per Mahasiswa
6] 18 Uji Kompe Pakult d dan linsu Per Mata Kukah
Kesehatan [FRIK)
7] Pengup Komprehensif Per Mahasiswa
&) Penguji S Hundl Pe Skripai/ Munakasah Per Mahasivwa
9 Penguji Skripsi/ Tuges Akhir/ Munskasah Orang/Mabanizwa
10) Dosen Wali/ Pe: Tt / Prmb g Akaademik Mabarawa [ Semester
11) Honorariam Peoguji Hasil Praktik Lapangan dan Uplan
RKompetenal FKIK
o) Pengu)l Hanil Prakuk Lapangan Per Mabasiawa
B Uji Kompetensi (Computer Based Test ({CBT), Olyective
Structure Clinéoal (OSC), Wok. dan sejenisaiyal
(1) Koordinator Ox
(3 Koardinator Lokass OX
1% Pengut OK
{9) Pusien Sisnulas OK
15 Pelatih Pasien Sisulasd (319
12) Profesi (Klisik), Akaedemik (Preklinikl, Keterampian Kiaik Dasar
(KKD) dan Pelnksanann Modul Kivusus
a) Koordinater Klinik (Profesi) Orang/ Rotas
b Akademik (Preklisik)
(1) Koordinasor Preklindk (Akademik) on
[2) Aséaten Koordinator Prekinik o4
«) Koordinator Keterampilan Kluik Dasar (KKDj on
4] Koorthmator Pelksanann Modul Khusas Orang/Semester
13 Kelebihan Jam Fasi JTutor/ Pembienlsey Praktih Jam/ Hadir
14 Jam Peminmbi Magang ¥ak Kedok Orang/Mahawinwa
{FR}/Timu Keserbatan (IK)/Pakultas Kedokteran Gigl (FRGY/
Prabeik Profesi
b, Program Pascasarjana
1) Validas: Naskab Soal Uyiaen Masuk
n) Validasi Noskah Soal 52/Sp) Fer Naskah
Iy Valdasi Naskah Soal S3/8p2 Per Naxkah
21 Telaah Hasil Ugien Masuk
#) Telaah Hasil Ugian 82/Sp1 Per Pesenia
bl Yelaah Haml Ujlan 53/5p2 Per Pesenta
N Penguji Lisan Usian Masuk
) Pengas Lisan S2/8p1 Fer Peserta
b Pengup Lisan $3/8p2 Per Pesertn
4| Nelebdhan Jam Mengajor
a) Kelas Reguler 52/8p1
(1) Guru Besar SKS/ Madu
12) Lektor Kepals SKS/ Hadir
19 Lekror SKS/ Hadhir
14) Asisten Akl _SKS/Hadir

£ of
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al Pembimbing Utama/Ketua
b Pembimbing Pendamping
14} Verifikani Naskah Disertas
15} Dowan Pertimbangan Akademik
W Pengarah/ Penanggung mwab
b Ketua
€] Sekrotaris/ Angpota
16} Penasehat Akademik $2/8pl dan 83/5p2

NO URAIAN SATUAN
L} Kelas Reguler-83/8p2
11} Guru Besar SKS /Hadir
12} Lekioe Kepala SKS )/ Hadir
13} Lekioe SKS/ Hadar
4] Asisten Ahl SKS/ Ml
v} Kelaa Internamional S3/Sp1
1) Guru Besar SKS/ Hade
(2] Lektor Kepaln SKS/Hadw
() Leksar SKS/ Hadir
(4) Awinten ARl SRS/ Hadir
) Kelas Internaconal-83/Sp2
(1) Gurss Besar SKS/ Hadir
(21 Loksar Kepala SKS/ Hadir
(3} Lektor SKS/ Hadir
14) Asisten Akl SRS/ Hadir
3) Ugan Semester Pascasanuna
#) Telaah dan Feedback Hastd Upan S2/8p1 Per Mahasiswa
b Telaah dan Feedbock Hanil Ujian $3/8p2 Per Mahasiswa
6) Muta Kulinh Pernjang Disertast (MKPD)/ Tutorial ““'4“"“’"‘“’
7 Uptan / Seminer Proposal Tesis Orang/Mahasaswa
§; Ujian/Seminar Hasil Peaektian Tess Orung/Mahaxiswa
Of Ujlan Kualifas Kamprehenaif
) Netun Orang/Mahasiswn
) Selcretars Orang/Mahasiswa
€) Pengusi (Tulm/Lasan/Korektor) Orang/Mahasiswn
10} Upan /Seminar Proposal Disertas:
a) Ketua/Sekretaris/ Promotor Orang/Mahasiswn
b Penguji Utamn Orang/Mahasiswa
11) Upan/S Haad Penel Di Orang/Mahasiwwa
12 Pembimbing Toss
a) Pembimbing Utama/Ketua Fer Mahasivon Lulus
bj Pembembang Pendamping Per Muduoniswn Lulun

Per Mahasiswa Lulus
Per Mohasiswa Lulus
Orang/ Mahasiwwa

www.peraturan.go.id




2023, No.363

13-
NO, URAIAN SATUAN BESARAN
113 LAIN-LAIN
a H nun Mengaar Dipl Sarjana dan Profes:
1) Guru Besar SKS/Hadr
3 Lektor Kepala SKS/Hader
3} Lektor SKS/Hadir
4} Asisten AhN SKS/Hadir
b. Honorarium Mengagar 52/8p1
1) Guru Hesar SKS/Hadir
2| Lektor Kepala SKS/Hadir
3] Lektor SKS/Hadwr
4) Asisten Ahli SKS/Hadir
€. Honorarium Mengajar 83/8p2
1) Guru Besar SKS/Hadir
2} Lektor Kepada SKS/Hadir
3} Lektar SKS/Hadir
4| Amisten Ahl SKS/Hadur
d. Honorartum Mengajar Kelas Int iotal
1) Guru Besar SKS/Hadir
2) Lektor Kepala SKS/Halir
3 Lektor SKS/Hads
4) Asisten Ahl SKS/Hadw
e H 1um Mengajar S Prodek/ S Alih
Tahun
1| Guru Besur SKS/Hadir Rp200.000
2| Lektor Kepala SKS/Hadsr Rp150.000
3 Lektor SKS/Hadwr Rp100,0
4) Asisten Ahli SKS/Hadir Rp8O.
[ Honorarium Mengajar Dosen Tamu
1} Nassonal o) Rp500.000)
2} Internassonal (2N} RpBE50.000
g M Pembémbing/Pembina Tahfids °""";u"h‘;"’“’ Rp50.000)
. Honorarium Kuliah Kerja Lag /Praktik Pengal
Lapangan /Kuhiah Kerja Nyata (KKN) /Praktk Kegja
Lapangan dan sejenssnyn
1] Pembimbing oK Rpbo
2| Pelaks Regt di Tempat Praktik
a| Penanggung Jawab OK Rp700.000
b Koordinator Ox Rp650,
¢) Pesnbembing /Guru Pamony Orang/Mahassswa Rp 100
3} Pendamping Desa/ Kecamatan OK Rp650,
I Honorartum Koordinator / Pembimbing Hasil Praktik
Lapangan /On Job Training / Kulish Kerja Nyata (KKN)
Profest/Prakerin
1) Koord Praktk Lapangan / On Job Training /Kuliah o8B Rp700,000)
Kerja Nyata (RKN] Profesi ) Prakerin
2 Pesmbimbing Hasil Prakik Lapangsn/ On Job Traming / Judul Rp3S50.
KEN Profesi
A Ul Kompetensi
) Pembina Up Kompetensi OK Rp1.000.000|
b Pelatth Uy Kompetensi Orang Rp100,000)
1 Pembimbmg Magang Fakultas Kedok (FK)/ Fakub Orang/Mahassswa Rp375.000)
Kedok dan limu Kesels (FRIK}/ Fakul
Kedokteran Oig (FKG) Praktik Profesi Dari Luar
k. FPasili /Tutor /Pembimbing Praktilcum Non Beban Kerja Jam /Haadir Rp75.000)
Dosen (BKD)/Dan Luar
I Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegintan Mahasiws
(UKM|
1) Pembina UKM o8 Rpaoo,
3 Pelatih UKM 0B Rp200
m. Honorarium # bing Program K Mah Per Judul Rp1.000.
yang Lolos Seleksi Nasiona
n. Biaya Jasa Pasien Standar Pasien /Jam Rp50.
0. Honomarium Sidang Senat OK Rp250.;

A
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& Gebasgen W on Wpd) G0
& Oslasgen IV on Bty o |
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NO, LWy RaTUuWN BEARAN
. 2 e £
212 Wewng Lack Pauk Bag Arggoes Pk THI L) Kyowo L2
22 ERATUAN HIAY A UANG LENBOW DAN BANG MAKAN LEMIIUIE IAGE PEGAW AL APARATUR SIML MEGARA
221 Vg Lomdves
4 Sakogn | o Wpingon
b Gubsgen 1 o Rpa4 o0
& Owbowgen o ¥ 000
A Codngan IV w ¥y 0000
333 Usag Mabown Losmbnir
o Unbongen [ dan I o pai w0
B Golengen 1T ol p3T 000
. Gedengas v o ApiL00
FAIRATUUAN MIAT A LUANG LEVINUE DAN UARG MAKAN LEMBUR DAGT PEGAN AL HON APAKATUN Sire.
FEOAMA. SATTAN. ¢ TETUGAS DAN
201 Pegamen Wony Apsseatinr Sepnl Negorn
& Usng Levstvr o1 Rpawoos
W Ueseg Makian fovntnes o Wi 08
A2 Sacpecs Torngpon Kol dan W
o Uy Lonbis o ¥pi1000
& Usag Mok Leming ol R0
4 HEAYA PAKET DIATA DAN KOMUNIKAS
231 Pojahar Setinghat Bachen | dan 11 /paryg setare on 400 000
(21,0 Dbt Setingion Tavben (5 yeng wiass be Suanh ol Wpoon nea
IV |SATUAN SEATA FENGEPAKAN AN ASGRUTAN RARANG PERIALANAN DIIVAN PIVDAI DALAM NEGERI
#5.0 RKeretm agn
& Pengrpabon dan Pragmidangsn " p s 0w
b Anghotan hmim o wisa taa i bedlabsy
253 Trek
o Pergrimban dan Praggidangen - Nt 000
W Anghuten wmm Peim
290 Anghaston Lani ' Sungw
o Peogrpasan dan Poriggeberges - W 000
L o Fpn
B A Lt Sunge - v baiil hos b
Ao [SATUAN THAYA BANTUAN JEAYA FENTHIMKAN ANAK (REIW PADA AN pETUSLL
[O1 LUAY NEGEN]
(M1 Seboleh Dasar Por Trdsn LIRS
(207 Selotah Menesgeds Pertume Tvr Tabun S 0%
0.0 Bebsieh Meneageh Ates T Tadown $ 12,50
24 Pengereon Tegw Tor Tabveet LERE
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27  HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKT]

NO. PROVINSI satuan | B S AIAR DA
PRAMUBAKTI

1) 12) 3 4 (5)

1. |acen oB Rpd.020.000 ’p3.654.000)
2, |SUMATRA UTARA OB Rp3.247.000 Rp2.952.000
3. [Riau 1 os Rpa.741.000] Rp3.401.000)
4. [KEPULAUAN RIAU “on Rpa. 084 000) Rp3.622.000)
5 liamal o8 Rp3.389,000) Rp3.081.000
6. [SUMATRA BARAT "~ om Rp3.211. 919,00
7. |SUMATRA SELATAN o8B Rp3.931.

__a LAMPUNG oB Rp3.039.000

BENGRULU OB Rp2.849.000]

[ 10. [BANGKA BELITUNG OB Rp4.200,000

11, BANTE'C on Rp3.175.000)

12, [JAWA BARAT on  Rp3.T77.000
13, [D.KL JAKARTA o8 RpS.615.000)

14. JAWA TENGAH o8 Rp2,280.000) :

15. [D.1. YOGYAKARTA o8 Rp2425.000]  Rp2.205.000)
16, fuawa TiMuR on Rp4.135.000 #p3.759.000)
17 st OB Rp3.217.000 Rp2.924.000
18. [NUSA TENGGARA BARAT oB Rp2.826.000|  Rp2.569.000
19, |[NUSA TENGGARA TIMUR OB #p2.531.000] 301,000)
20, [RALIMANTAN BARAT oB Rp3.117.000)

21, |KALIMANTAN TENGAH o8 13.731.000)

22, [KALIMANTAN SELATAN o8 Rp3.753.000|

23 KALIMANTAN TIMUR o8 | Rp3.867.000

[ 24. KALIMANTAN UTARA o8 Rp4.191.000

 25. [SULAWESI UTARA 0B Rp+.239.000]
[ 26, |aoronTALO ~oB Rp3.654.000 £p3.321.000
27, |SULAWES! BARAT on Rp3.443.000 _ Rp3.130.000)
28, [SULAWES! SELATAN on Rp4.038.000]  Rp3.671.000
29, [SULAWESI TENGAH o8 mdiﬁ&i R2.767.000)
30, |SULAWESI TENGGARA o8 Rp3.487.000) Rp3.170.000
I o8 “Rp3a0c00] Bp_:!_.()?_&ﬁ
32. [MALUKU UTARA o8  Rp3.627.000]  Rp3.297.000)
33 [rarua o8 RpA.604,000 Rp4. 185,000
34 [PAPUA BARAT 1 on Rp4.124,000 Rp3.749.000
35. [PAPUA BARAT DAYA on Rpi.124.000]  Rp3.749.000|
36. |PAPUA TENGAH o8 Rp4.604.000)  pa.185.000]
37, |[PAPUA SELATAN 08 Rpt 604.000)  Rps.185.000)
38. [PAPUA PEGUNUNGAN o8 Rp.604,000] Rp4. 185.000

£ a2
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28 SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTAS! PERJALANAN DINAS DALAM NEGER!

www.peraturan.go.id

281 Uang Harian Perj Dinns Dalatm Negers
DALAM KOTA
No PROVINS! SATUAN | warxora | Lesm oam s DIKLAT
(DELAPAN) JAM
1)) 2) (3| 14) {51
1 Jacen ) on Rp360 000 Rp140.000
1 TRA UTARA oH Rp370.000 Rp150,000
3 [R1av o on #pa70.000 Rp150,000
4 [KEruLAUAN mAU | om #pa70.000]  #p150.000
5 JamBl aH Kp370.000 #p150.000
0. [SUMATRA BaRAT =0 oH Rp380.000) Rp150.000
T, si;ﬁnm'nfs—mru on Rp380.000) Rp 150,000
8 [Lamrune ’ ou RpIso,  Rp150.000]
9. |nenckuL: | o Rp380.000]  ®pi50.000
10. [BANOXA SELTUNG = aH #p410.000 ¥p160.000)
(11 [santEN oH Rp370.000) Rp150 000
12 [JAWA BARAT on Rp-430.000) Rp170,000
13 [DKL JAKARTA on Rps30.000]  Rp210.000
14, JJAWA TENGAN Al on Rp370 Rp150 000 110.01
15, [D1. YOGYAKARTA o I Rp170.000
16, [oAwa TIMUR oH tp 410,01 :
17 |waL on
18 [NUSA TENGGARA BARAT o
19, |NUSA TENGGARA TIMUR o
20 oH
T on
oH
“om
il oH
oH
oH
27, [SULAWES: BARAT . on
28 [SULAWES! SELATAN ol
2. WESI TENGAN o g
30, [SULAWEST TENGOARA [ on
31 MALUKU e on .
32 [mALuku UTARA " on
3 |parua . oH
34 [PAPUA BARAT oH
35 [PAPUA BARAT DAYA o on
36 [PAPUA TENOAR ou X
a7, [PAFUA SELATAN on 230,000
38, |PAPUA PEGURUNGAN | on #psa0 000  ap230.000)
282 Uang Reprosentaal Perjalanan Dinss Dalam Negrri
DALAM KOTA
50, URAIAN sATUAN | warsora | Lenns pasis
[DELAPAN) JAM
[T 12 13l ) [
1. |PEJABAT NEGARA on Rpas0 Rp125.000
2. [PEIABAT ESELON | o | rpoo Kp100.000
3. |PEaaBat sseLoN 1 Ol #p150.000| Kp73,000
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29, SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGER!

Jdslam USS)
GOLONGAN
NO NEGARA SATUAN
A 8 c D
[T ] 5 5] il
11} R 63 505 A4
OH 552 %7 a6 365
ol | 534 2 351 o
OH 857 — 34|
on 4% 396 a7 s1
[ ERN) E] ) 132 29+
On a6 | a3 405 365
o 4 352 320 280
OH_ 398 364 268 208
OH - 416 355 318 283
553 aos | a7 366 |
453 as5| 38 305
ae 357 320 283 |
sod| 453 E) 37
456 A0 357
ji a6t EIE 381 |
4 a5 162 224 |
RS 416 368 324
636 570 ane 201
560 ot aas | £
57 442 394 346
¥ 550 340 386
5 319 461 403
792 774 583 582
LE a0 334 a3
555 506 406 —a0s
= 457 413 35| 200
— 47 379 327 ] 280
702 637 o1
425 383 308 7
7 375 326, 288 |
32 |Buigara __on 400 367 320 2
33 [Ceka oH AT 367
oM  am s
O 363 320
311} 13 77
Off o an7 400
O 33 303
OH 465 430 375, 3
OH o 428 405 | 30|
on 461 393 37 1)
468 428 408 | 370
o8 420 374 33| 285
oM a8y 418 i 308
O 39 36 285 358 |
oH 458 386 357 | a0
Ot 430 00 330 316
OH 472 436 356 .
I ’
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o jdalem USS)
GOLONGAN
NO. NEGARA SATUAN
A B c D
2] &) 2] ) ] [l
[ [AFRIKA SELATAN =
49 [Namsbia O _ 2 376 32 260
[ 50, s o as 400 63 37
51 |Alusair on_ 304 361 219 290
52, [Mesir oH 3 336 305 %
53, [Marchs o a0 353 310 a7
54 [Turosn O 37 300 266 23
35, [Suian OH 34 d08f 358 280 |
56, |Libyn OH 356 393 340 320
~om 08 EE) 05 %4
OH 475 ax 284 217
oH 61 392 351 110
—_on 50% 428 ] 33
on 581 491 437 383
OH 487 380 148 307
O 506 4as D) 20
OH 358 o1 172 24
oH e 456 ha ETT 1
11} 594 302 440 | 3
O 353 240 26 204
OH 468 398 56 33
OH 516 437 90 343
oH Al 351 s |
ol 1| s as1 295
Off C 428 ET) 336
O E w7 a5 421
OH 494 s 300 278
“oH W5 F: 238 214
_oH 139 313} 343 238
_oH 21 | 37 323
OH 343 w7y 351 225
on 388 132 2% 266
O# 421 132 2% 266
OH 392 352 287 254
OH 456 420 3 333 |
oIl a2 367 200 226 |
oH 615 “ 519 461 403
o 154 a0t 774 244
On_ 392 330 297 64
o 368 230 210 196
Ofl 380 77| 231 225
OH 38 292 244 2i9
OH 374 278 252 226
. o 296 223 201 196
oH 392 354 236 211
on 3 X 585 423 19,
ol 545 36 an 301 |
on a2 387 2% 20
ol 520 <76 429 376,
ol 47 o8| 3w 289
P S
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30, SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

—TARIF HOTEL
PeaABAT | CRARRT | pesasar | reasaT
NOL PROVINSI satuay | necaras | ACCRES | eseron my [ eseuon v/
PRJABAT GOLONGAN | GoLONGAN
ESELON| | FEJABAT v 1
ESELON I
3] 4 15) 6) {7
OH Rp4.820.000 Rp3.526.000] Rpl.533.000] Rp770.000

01| rp4.960.000f kp2.195.000] Rp1.100.000]  Rp699.000]
OH | ®p3.820.000] Rp3.119.000] Rp1.650.000] Kpss2.000
OH | Rps5.344.000] Rp2.318.000] Rp1.297.000] Rp792.000]
OH | Rp5.000.000] Rpd.102.000] Rp1.225.000]  RpsSSE0.000
OH | Rp5.236.000] Rp3332.000] Rp1.353.000] Rp701.000
OH | Rp5850.000] Rp3.083.000| Rp1.955.000f Rps61.000
Ol | Rp3.491.000| Rp2.488.000] Rpl425.000] Rp580.000
OH Rp2.140.000] Rp1.628.000] Rp1.546.000]  Epro2 000
o | Rrp3.827.000] rp2838.000f Rp1957.000] Rp649.000
on Rp5.725.000] Rp2.373.000] Rp1204.000]  Rp724.000
o Rp5.381.000] Rp2.755,000] Rp1.201.000 6.000
OH Rp8.720.000§ Rp2.063.000 Rp992.000] Rp730.000
OH ®p5.303.000] Rp1.850.000] Rp1.201.000] Rp750.000

15 |D.I. YOGYAKARTA - OH RpS.017.000] Rp2.695.000] Rpl.384.000]  Rp&4s.000
| 16, Jaawa TIMUR OH Rp3.449.000| Rp2.007.000] Kpl.153.000]  Rps14.000
17. |au.| OoH mya:oooj rqumoool Rp1.685.000] Rpl.138.000
18, [NUSA TENGGARA BARAT OH | Rpa.375.000

[ 19. [NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp3.750,000

| 20. [KALIMANTAN BARAT ol

Rp2.654.000]

. |RALIMANTAN TENGAH oH
22, |KALIMANTAN SELATAN ol
| 23. [RALIMANTAN TIMUR oH
24, [KALIMANTAN UTARA _OH_
25, |[SULAWES! UTARA OH
26. [GORONTALO OH Rpd.
27. |SULAWESI BARAT o 00| ®p3.098.000] Rp1.344.000f R
23 SULAWESI SELATAN. OH Rpl.938.000] Rp1.423.000

SULAWES| TENGAH ol Rp2.027.000] Rp1.679.000

& SULAWES! TENGOARA . Rp2.574.000} Rp1.297,000
31 IMALUKU _oH 1p3.240.000| Rp1.059.000
52, JMALUKL UTARA ot Rp3.843.000] Rp1.160.000]
3. IPAPUA OH Rp3.318.000] Rp2.521.000]
33 [PAPUA BARAT OH | rp. 0] ®p3.341.000] Rp2 056.000
35. |PAPUA BARAT DAYA OH Rp3.872.000] Rp3.341.000] Rp2.056.000)
36. [PAPUA TENGAH OH | Rp3.859.000] ®p3.318.000] Rp2.521.000
37. [PAPUA SELATAN OH Rp5.673.000] Rpd.877.000] Rp3.706.000
38. |PAPUA PEGUNUNGAN oi Rp5.711.000] Rp3.911.000] Rp3.731.000

www.peraturan.go.id
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31 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

AL.1  Paket Kegintan Rapal/ Portemonn di Luar Kantor
8 Menteri dan Setingknt Mernteri

:
|
|

O, PROVINSI

OQOOO:Of
=3 RT9

1
|
¥

|

£9829293231398¢2828

|

[

3%

o:gioi0iclo

|

=2=TRev

11%222&

oio
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B Pegbet Kselon | dan 11

23-

NO PROVINS! SATUAN
L
. — o
3 [SUMATRA UTARA oF
B qREAV or
"4 [KEPULAUAN RIAU oF
5 NAMBI o
0. [SUMATRA BARAY OF
7. |SUMATRA SELATAN i
W JEAssFUNG OF
9. J op
10, [BANGRA WEFTUNG oF
1L [BANTEN P
2. IAWA TIARAT — ar
13, JORL, JAKARTA oF
14 [IAWA TENGAI or
18, [0 YOGYARARTA aor
16, [JAWA TIMUR ol
oF
NUSA TENGGARA BARAT o
NUSA TENGGARA TiMUie oF
o
MANTAN TENGAH o
KALIMANTASN SELATAN o
MANTAN TIMUR or
KALIMANTAN UTARA o
UTARA o
ALO oF
LAWS RAT oF
WEST SELATAN or
— ar
o
- or
U UtARA or
- ar
____ar
or
or
o
o

.
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e Pejabat Eselon 1 Ke Bawah

-24-

SATUAN HALFDAY FULLOAY FULLBOARD
TR 5
__Rpla Rp7O000] R4«
or 000, Rpad7. 7t
or Rpa19.000 kP3O 7 Doa)
___or 1.000 Rp297.0008 ~  RpA0D?.000
or e R388.000 ! : 1100
_or 180 000
OoF e RE200.000
—or .000)|
oF ___lepak 000|
or 1.000]
ar R, 000)
ar Rpi14.000
or RpISH.
or Rpdas
[ Rpt 2 004
or | RphEOn
or 2000, I
oP Rp397.000f b=
o Rp3an. 8 Rp1.032.000
oF_ Rpa?7.000 -000) Rp774.
or Rp355.000) Kp1.272.000
or .000 -000) RpA0Y.000
o Rp241.000] Rt RpHoo 000|
or 000 1) RpBTa,000
ap Rp260.000 Rp3S7.0 22.000
or 25, ). 209.000
or _ Wp2e0.000]  Rpios 1,006 000|
or | RpIso _Rp1.307.000)
o 00 Rpad2 000 1.095.000)
or 2000 Rp®e 0100
OF . Rpa63, 000 000) o
09 RpasA, Rp446.000 Rpros
0P 21.000 TRO00)  Rpl.182.0(
0F Rpatn 41 000) 1,120
OF 10,00 210000 iepl 120 000)
oP e BpIAL000] RpiTH.000) 1,182
oF 4.000) Rp703.000 Rypl.738.000
oF Rpi73.000 #2703.000 1,738 000
VO .
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31.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

FULLDAY/

NO. PROVINSI SATUAN | FULLBOARD HALFDAY

(1 (2) 13) 4) (6)

1. |ACEH A OH Rp120.000]  Rp85.000
2. |SUMATRA UTARA OH ‘Rp130.000| Rp95.000
3. |r1AU “OH Rp130.000 __Rp85.000

4. |KEPULAUAN RIAU OH Rp130.000 Rp95.000
5. MAMBI OH_ Rpl30.00017 ~ Rp95.000
6. |SUMATRA BARAT G~ Rp120.000 Rp85.000
_7. [SUMATRA SELATAN OH |  Rpl120.000 Rp85.000f

8. |LAMPUNG OH Rp130.000 Rp95.000

9. |BENGKULU = - OH Rp130.000 Rp95.000
10. |BANGKA BELITUNG | on | Rp130.000 Rp95.000
1. [BANTEN OH Rp120.000 Rp85.000

12. JJAWA BARAT ‘OH ~_Rp150.000]  Rpl105.000

13. |D.K1. JAKARTA ~_OH ‘Rp180.000| Rp130.000

14. [JAWA TENGAH OH Rp130.000 ~ Rp95.000

15. |D.I. YOGYAKARTA OH Rp140.000 Rp100.000

16. [JAWA TIMUR OH Rp140.000 ~Rp100.000
17. |BALI . OH |  Rpl60.000 Rp115.000
18, |[NUSA TENGGARA BARAT | OH Rp150.000]  Rp105.000
_19. |NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp140.000]  Rp100.000
20. |KALIMANTAN BARAT | OH Rp130.000 Rp95.000
21, |KALIMANTAN TENGAH OH Rp120.000| Rp85.000
22, |KALIMANTAN SELATAN ‘OH |  Rp130.000| ~ Rp95.000
| 23. |[KALIMANTAN TIMUR OH |  Rpl150.000]  Rp105.000
24, |KALIMANTAN UTARA | oH Rp150.000 Rp105.000|
25, |SULAWESI UTARA OH Rp130.000 Rp95.000
26. |GORONTALO OH Rp130.000]  Rp95.000
27. |[SULAWESI BARAT OH | Rpl120.000 Rp85.000
28. |SULAWES| SELATAN OH Rp105.000
29. |SULAWESI TENGAH ~ OH Rp95.000
~30. [SULAWES! TENGGARA _OH Rp95.000
31. |MALUKU OH ~ Rp85.000
32, |[MALUKU UTARA OH Rp95.000|
33. [PAPUA OH Rp140.000
34. |[PAPUA BARAT ~ OH Rp115.000
35. |PAPUA BARAT DAYA | OH Rp115.000
36. |PAPUA TENGAH | on ~ Rp140.000
'37. |PAPUA SELATAN ~OH Rp140.000
38._|PAPUA PEGUNUNGAN OH Rp140.000
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32 SATUAN IIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERT (ONE WAY)

e 3 S JAKARTA - PERWAKILAN PERWAKILAN - JAKARTA
Published | Busmess Flrst Prublished | Bumness Fust
A TR - [T T [ o]
1. [Abu Dhabi Orang/Kali 1150 3.060 3,790) 0] 3270 3790
2. |Abusa Ovang/Kalt 1400 sas0] 8410|3220 627 5,410)
3. |Addis Abuba Orang/Kall 2221] 3.080] 4950 1950 3350 4380
4. Jaigiers Orang/Kali 3,490] 4.300 6437 26i0]  4370] 6976
e St Ormng/¥ali | 1840]  3970] ae62]  1860] 2730 4.081
6. fAmsterdam Orang/ Kali 3.060) -u.qg_qi _635%] 2790 4,130 7714
7 |Ankarn Orang/Kall 1860] 2800|3800 1,590 2,660 3.700
L | Orang/ Kali 4.1 3730|  7.260) 4,210] 5,730 7.820
_9._jAstsne Orang/Kali | 3.1604 4960 8090) 3o60f 4.H13] 8650
10 |Athena | orang/Kan 33 asm| g:gqﬁ 2,850 3,160 8,120
11 {Bandar Sen Orang/Kal 540] 663 %69 530 657 957
12 |Baghdad | Orang/Kan t7oa] 3ooo] weao]  imzel  apo0] 3930
13 [Baku Orang/ Kalt 1.949) 3.106f 4163 1838 3424 w163
13 Bangkol Orang/ Kall 660l 924 1.220] 550 730 1376
15._|Beying Orang/Xall | 10831 2837 3072 .!MI._!!J* L’El
16 [Beirut ) Orang/ Kali 1460 2890 5232 1,130 3.100] 4.900
7. |Beograd JOmng/Kall } 30061 443 ¥.50) e
18 Orang/ Kall 201 3360l  7300] 2620
19 [Bern Orang/Kali 4:.10(1_ 5_@36] 9.-:::I 3,590
| 20 Orng/Ran | s081]  11823]  14388] 6,056
| 2t [Brasilia Orang/Kak a3lol 7328 10934 5,594
32 jBvitisln Orang/Kall 2018 35300 S.700f 2075
23, _JScumnel Orang/Kall 33704546 78301 2.500
24 |Bucharest Orang/Kali 2,351 4350 & 2810
25, |Audapest Orang/Kall 1620 4340  esso|  2e70|
2. |Buenos Aires Orang/Kall 4900  7.500] 10,500 s:g»ogl_
| 27 [Kniro Orangy Xall 2287 3542 4941 2.203
28, |[Canberra Orang/ Kall 2,130] 2914 3dz20| _{.5391
29 [Cape Town | Orang/Kan 4,128, 4220 8.349 3970
30, JCaraces Orang/Kal A07% "-.‘;3"
31._|Chicogo S48
2 |x
33, |Onlowr
34 [Damash
33, jOur Es Sak
36,
7. |Daveo City
38 en iy
|39, {Dhak
39, Jo8
41. |Doha
42 |Duts
41 |Pranksure
M fOuangthou
45, |Hamburg =
Hatuen
47._|Harsre
48, [Havana
49. |Heisink -
50._IHo Chi Mink
51 [Honghong
EE d
53 [issanbul
55. leddan 3
56, Menewa
57, [obor Bsahru
58 |Kaboul
59. |Karachi =
60._|Khartonsm
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. Rivd JAKARTA - PERWAKILAN PERWAKILAN - JAKARTA
Published | Business | - Fire | sublished | Business | First
[t 1 31 ) B [ i) 19
aomaf - 3498 642 2802 ml 6,400
20000  awas|  s27s]  r9s0] 4509 6,720
450 684 828  s20|  emd 938
360 5271 68| 450 527 665
53| s90|  1.s00] 470 770| 1,350
1630f — 2240]  3a10] 7o) 2130 3015
4789]  B73s| 2217|4875
R27) IEXIC) XY 1,740)
1350 #189] 10330 2.080]
176s) amas| a2l 1826
2.905) 3814 7510 2,700|
1,777, 2208]  sase] 173
or0] 1240 unoi Y
301 5763]  6ess]  3ass
2100] 4059 u:! 2690
1
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= I PR JAKARTA - PERWAKILAN PERWARILAN - JARARTA
Published | Business | et | Publishend
1 (2] [ 5 [ETI T i)
123, |Vatiian Orang/Kali 2,500 5.000 6,500 2,300
124, |Vientinne Orang/Kali 900 1.250 1.280 920
125, [Warnawa | Orang/Kal 34091 4200 4.800 3110
126, [Wash 4 Orarig/Kali 243| o090l  eoz0f 2310
127. |Wellington Orang/Koli | 2.130 4,360 3,770| 1,990,
128 [Wina | ovang/kan | 2410] 3200 6,550 2320
129 |Windhoek | Orang/Kal 3.755} o810]  ooes|  a33m3
| 130, J¥angoon Orang/Kali 750 0 L1004 750
131, [Yapunde | Orang/Kall 34001 Sa40f 840 3220
132. Orang/Kali 4344 0,750 7 ns.l 4,502
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33, SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI

LUAR NEGERI
{dalam USS)
NO. PERWAKILAN ®1 SATUAN BESARAN
(L] E]] ] ()
AMERIKA UTARA DAN TENGAH | —_—
L. [New Yark (Konsulat Jenderal Republik
Indonesial or 24,000
2. |otawa = oT o 36,000
3. New York T Llik
: nrdw 1 (Perutusan Tetap Repu o 36,000
or 00}
ot 36,000
= or 24,000
. ot 24,000
or 24,000
9. Jtoronto or_ 24,000
|10, [Vancouver or__ 24,000
11 |Meksiko or = 36,000
| ) TS| 36,000
I ) = 36,000
or - 36,000
or 36,000
or 36,000
o 36,000
or___ 36,000
or 36,000
or — 36,000
Y ) 36,000
W /| [
. _OT
3 or___
ar -
m e—
or
or
oT
oT
o
m —
33 |Stockholm = ot
34 [Helsinski == 3 or
35. |Rama =—3 or. |
_36._|vatikan or
37, [Prankfun =, Sm
38, |Bern = ot
|39, |Bertin ot
Brussel oar
41. |Den Hasg or
%2 |Geneva = ¥ - R
43 ‘I!‘EE‘L'I { or
44 |Landon or
45, |Pam OT
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[dalam USS)

NO. PERWAKILAN RI SATUAN BESARAN

m B3] &) &)

46 [Vienna or 36,000
47 |Kopenhagen _or | = N 36,000
48 |Madrid _or 36,000
49, [Oslo = _or —_— 36,000

50. |Marseille B — OF | 24,000

51, |Lisabon or = 36,000
52 [Athena or 36,000
53 |Ankara or_ 36,000

54.|istanbul = or 24,000
[ |AFRIKA =

55, |Addis Ababa _or — 36,000

56 |Dar Es Sataam oT 36,000
57 |Abuja or 36,000

58._|Antananarivo or o 36,000

59. |Dakkar or — 36,000
| 60. [Nairotn = Of 36,000

61. |Harare oT 36,000
_ 62, |Windhoek | or 36,000

63. |Pretoria = or 36,000

64. _|Cape Town . or _2_-&091
65 |Maputo_ or 36,000
66, |Yaounde or 36,000

ASIA SELATAN DAN TENGAH N _—

67.  |Mumbai = or 24,000
_ 68 [Kolombo - OF. 36,000

69. |Dhaka or 36.000
 70. |1slamabad or 36,000
71, [Kabul ot 36,000
72 |Karachi o 24,000

or 36,000
| OT 36,000
or . _.36.000
_or 36,000
or
or
or_
— S
__or
oT
or
X, sl
_or
or |
_or
oT
_or
or
oT
ar =
ot
or
or
o7
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dalam U,
NO, PERWAKILAN RI SATUAN BESARAN
2] 13 Q)]
or
or
100, IKota Kinabalu o or —
Kuala Lumpur oT
- S S
or_
or i
or
or
Ho Chi Minh =P ==
hia or
JJohar Bahru o
Kuching — or
i or
| 113, JTawau or
114, Pakana (Perutusan Tetap Republik A
[indonesia Astav)
______|TIMUR TENGAH il i -
115 |Khartoum or i 36,000
116, JAigiers or 36,000]
117, [Tunisia or - 36,000
118, IRabbat —_— — —— = L 36,000
| 119, fTripoli _or 36,000
120. |Baghdad oT 36,000
121. |Kairo or. 36.000|
122. [Damaskus or = 36,000
123 lJeddah or — 24,000
Sana'a oT 36,000
Kuwamit ot 3 36,000
Abu Dhabi = or 36,000
Amman or 36,000
Riyadh = __or 36,0004
Beirut or 36,000
Doha oT S 36,000
Dubal or 24,000
Muscat or 36,000
Manama oT 36,000

Ko
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34. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

NO. PROVINS| SATUAN BESARAN

(1) 2) 3) 14
L JACEH __OH __Rp19.000
2. [SUMATRA UTARA _ OH | Rp19.000
3. [RIAU - OH | Rp19.000
4. |[KEPULAUAN RIAU OH Rp19.000
5. hamBl [ YOH K Rp18.000
6. [SUMATRA BARAT o | _ Rp18,000
7. |SUMATRA SELATAN O _Rp18.000
8. |LAMPUNG ~ OH B Rp18.000
9. |BENGKULU _ | ou _ Rpl8.000
10, [BANGKA BELITUNG _on | Rp18.000
1L [BANTEN oM | Rp19.000
[ 12. JIAWA BARAT OH Rp19.000)
[ 13, |D.K.1. JAKARTA ~ OH = Rp19.000
14, JJAWA TENGAH OH i Rp19,000
[ 15, |D.1. YOGYAKARTA OH Rp19.000
16. |[JAWA TIMUR OH ~ Rpl9.000
17. [BALI OH | Rp19.000
18. [NUSA TENGGARA BARAT OH Rp19.000
19. |NUSA TENGGARA TIMUR OH  Rp19.000
20. [KALIMANTAN BARAT OH Rp19.000)
21, |KALIMANTAN TENGAH OH Rp18.000
22. |KALIMANTAN SELATAN OH _Rp18.000
23, |[KALIMANTAN TIMUR OH j Rp19.000
24. |[KALIMANTAN UTARA OH Rp19.000
25. |SULAWES! UTARA OH |  Rpl19.000
26. [GORONTALOD OH = Rp19.000
27. |SULAWESI | OH  Rpl8.000
. [SULAWESI SELATAN OH | Rp19.000
29. [SULAWESI TENGAH =] OH _ Rp18.000
30. [SULAWESI TENGGARA OH  Rp19.000
a1, [MALUKU  OH i Rp20.000
32. [MALUKU UTARA . OH ~ Rp22.000
33 lpaPuA o | sz_s.oool
34. |PAPUA BARAT — =8 _ Rp25.000
35, [PAPUA_BARAT DAYA o | Rp25.000
36, [PAPUA TENGAH | om Rp25.000]
37. |PAPUA SELATAN OH Rp25.000
_38. |PAPUA PEGUNUNGAN OH Rp25.000
Lv
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35 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

351 Sewa Kend

Pelak
F

¥,

9. |BENGKULU

10 KA BELITUNG
1L |BANTEN

12. IAWA_BARAT Rp932000| _Rp2.563 000)

13. [D KL JAKARTA Per han Rpl 130

13, IAWA TENGAN Pechari | Rp1270.000

15|01, YOGYAKARTA ~ Pethan RyA05.000
Perhart | sp1171.000
Per hari
Per hari Rpl.103.000)
Per han Rp&ss.000
Pev hart Rp1.177.000]
Per hart . RpE37.000] Rp2.630000 .550.0
Per hari _Rp1.100000| Rp3.112 Rp+.829.000
Fer hart ®pt.100.000]  Rp2 733,000 29.00¢
Per harl
Pet harl

ar. Per hari

26 [SULAWES| SELATAN | Pernan

29, |suLawest TENGAH [ Per hon

30, |SULAWES] TENGOARA Per han

31 [waLuku Perbari

32, [MALUKU UTARA Per hart

1 fParPua Per han

34. |PAPUA BARAT Fer har

35 [PAPUA BARAT DAYA Fer hari

6. [PAPUA TENGAN Pet hart

37. |PAPUA SELATAN Perhan

38 [PAPUA PEGUNUNGAN Per hury

A
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35.2 Sewa Kendaraan Operasional Pepabat

NO. PROVINS! SATUAN HESARAN
m 12) &) o)

3521 |PEIABAT ESELONT [ Perbuln | Rp17.660.000

3522  [PEJABAT ESELON Il

35.2.2.1  |ACEH o Per bulan Rp14.180.000

35.2.22 |SUMATRA UTARA Perbulan | Rpl3.880.000

35223 |R1AU Per bulan Rp13.730,000

35224 |KEPULAUAN RIAU Perbulan | Rp15.000.000 oool

35.2.2.5 IJ AMBI - _ Per bulan Rp13.500.000

35.2.2.6 |SUMATRA BARAT Per bulan Rp13.650. 000

35227 |SUMATRA SELATAN Per bulan Rp13.500.000

35228 |LAMPUNG Perbulan | Rp13.430.000

35220  [BENGKULU Per bulan 'Rp13.500.000
Per bulan Rp12.750.000
Per bulan Rp13.950.000
Per bulan Rp13.950.000
Per bulan Rp13.250.000
Per bulan Rp13.950.000)

35.2.2.15 |D.1. YOGYAKARTA Perbulan | Rpl4.030.000

35.22.16 |JAWA TIMUR Per bulan Rp13.430.000

35.2.2,17 [BALI Perbulan | Rp13.500.000

35.2.2.18 |[NUSA TENGGARA BARAT Perbulan | Rpl3.650.000

352219 [NUSA TENGGARA TIMUR Per bulan

35.2.2.20 [KALIMANTAN BARAT Per bulan

352221 [KALIMANTAN TENGAH Per bulan

352222 |KALIMANTAN SELATAN Per bulan

35.2.2.23 wumrm TIMUR ~ Per bulan

35.2.2.24 |KALIMANTAN UTARA Per bulan

352225 [SULAWESI UTARA - Per bulan

35.2.2.26 IOORONTALO Per bulan

35.2.2.27 [SULAWESI BARAT Per bulan

352228 |SULAWESI SELATAN Per bulan

35.2.2.29 ISI}EAWBSI TENGAH Per h.uian

352230 [SULAWES! TENGGARA B ~ Per bulan Rp13.030.000

352231 |MALUKU o Per bulan Rp14.480.000

352232 |MALUKU UTARA Per bulan Rp14.400.000

352233 |PAPUA Per bulan Rp14.850.000

352234 |PAPUABARAT Per bulan Rp14.780.000

35.2.2.35 |PAPUA BARAT DAYA — Per bulan Rp14.780.000

35.2.2.36 |PAPUA TENGAH Per bulan Rp14.850.000

35.2.237 |PAPUA SELATAN Perbulan | Rpl4.850.000

35.2.2 38 |PAPUA PEGUNUNGAN B Pet bulan Rp14.850.000

Av
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35.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

DOUBLE
NO. PROVINS! SATUAN PICK UP MINIBUS GARGAN
[l ] )] [EN] o N
1. |aceH | Perbulan | Rp6.300.000] Rp6.530.000] Rp15,230.000
2- |SUMATRA UTARA Per bulan | Rp6.080.000] Rp6.080,000) Rp15.080.000
3. JRI1AV Per bulan | Rp5.930.000] Rp6.000.000| Rp15.000.000
4. |KEPULAUAN RIAU Per bulan | Rp7.130.000] Rp7.350.000] Rpl6.130.000|
5. WAMBI _| Perbulan | Rp5.850.000] Rp5.930.000] Rp14.780.000
6. |SUMATRA BARAT Per bulan | Rp5.930,000] Rp6.150.000] Rp14.850.000
_7. |SUMATRA SELATAN Per bulan | Rp5.550.000] Rp5.850.000] Rp14,780.000
8. JLAMPUNG | Perbulan | Rp5.780.000] Rp5.850.000] Rp14.780.000
9. |[BENGKULU Per bulan | Rp5.930.000f Rp5.930.000] Rp14.780.000)
10. [BANGKA BELITUNG | Perbulan | Rp6.230.000| Rp6,380.000| Rp13,150.000
ILIBANTEN | Perbulan | RpS5.400.000 _Rpwpnpu.am.ooo
12. JJAWA BARAT _Perbulan | Rp5.400.000] Rp3.670.000] Rpl4.480.000
13.|D.K1. JAKARTA Per bulan | RpS5.660.000] Rph.690.000f Rpl4.770.000
14. JAWA TENGAH | Perbulan | Rp5.630.000 R95;,8.59;9°_0L8gl_4;539:000
15. D1 YOGYAKARTA | Per bulan | RpS5.630.000] Rp5.850.000 Rp14.520.000
16, pIAWA TIMUR _Per bulan | Rp5.630.000] Rp5.850.000] Rp14.630.000
17. 1" ALl B |_Per bulan | Rp5.930.000] Rp6.000.000] Rpl4.930,000,
18. INUSA TENGGARA BARAT | per bulan | Rp6.080.000 | _Rp6.230.0001 Rp15.000.000

19. [NUSA TENGGARA TIMUR | per bulan | Rp7.130.000] Rp7.350.000] Rp16.130.000

20, |[KALIMANTAN BARAT | Perbulan | Rp6.380.000| Rp6.530.000| Rp15.230.000
21, [KALIMANTAN TENGAH | Per bulan | Rp6.750.000 Rp6.680.000] Rp15.530.000

22. [KALIMANTAN SELATAN | Per bulan | Rp6.720.000 Rp6.539:(7X)QL_Rg}S.389.7029

23, [KAUMANTAN TIMUR | Per bulan | Rp6.380,000] Rp7.200.000] Rp15.230.000
24. |KALIMANTAN UTARA | Per bulan | Rp6.380.000] Rp7.200.000| Rp15.230.000
25. |SULAWESI UTARA Per bulan | Rp7.350.000] Rp7.500.000| Rp16.280.000

_Per bulan | Rp7.280.000] Rp7.430.000| Rp16.280.000

26. [GORONTALD

27, [SULAWES| BARAT Per bulan | Rp6.150.000f Rp5.890.000| Rp15.080.000
28. |SULAWESI SELATAN Per bulan_| Rp6.150.000] Rp5.890.000| Rp15.080.000
29.|SULAWES! TENGAH [ per bulan | Rp6.750.000] Rp6.980.000] Rp15.680.000
30. |SULAWESI TENGGARA | Per bulan | Rp6.900.000 Rp6.380.000] Rp15.900.000
31. IMALUKU Per bulan | Rp8.180.000 RP6~53°:°0°7 89112@9991
32. [MALUKU UTARA _Perbulan_| Rp7.880.000] Rp6.830.000] Rp16.880.000
33.fPAPUA | perbulan | Rp8.630.000] Rp7.200.000] Rp!7.630.000
34. [PAPUA BARAT Per bulan | Rp8.480.000| Rp7.130.000] Rp17.330.000
35. |PAPUA BARAT DAYA Per bulan | Rp8.480.000] Rp7.130.000] Rp17.330.000
36. |[PAPUA TENGAH | Per bulan | Rp8.630.000] Rp7.200.000| Rp17.630.000

Per bulan | Rp8.630.000f Rp7.200.000] Rpi7.630.000
Rp7.200.000] Rp17.630.000

3. IPAPUA SELATAN

3%, |PAPUA PEGUNUNGAN Per bulan | Rp8.630.000

L
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36.  SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
36.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO. PROVINS! SATUAN BESARAN

(1) 12} (3} (4)
36.1.1 _ [PEJABAT ESELON 1 Unit Rp878.913.000
36.1.2 |PEJABAT ESELON 11 S [ =
36121 JACEH B Unit  Rp641.995.000
36.1.2.2  |SUMATRA UTARA Unit Rp642.137.000
36.).23 RIAU Unit Rp659.136.000
36.12.4 |KEPULAUAN RIAU Unit Rp634.886.000
36.1.2.5 MAMBI . Unit.  Rpb84.521.000
36.1.2.6 |SUMATRA BARAT Unit Rp599.334.000]
36.1.2.7 |SUMATRA SELATAN Unit Rp776.179.000
36.1.2.8 |LAMPUNG i Rp622.872.000
36,129 |BENGKULU Unit Rp&35.112.000
36.1.2.10 [BANGKA BELITUNG Unit Rpb76.692.000]
36.1.2.11 [BAN TEN Unit "Rp6:28.463.000
36.1.2.12 NAWA BARAT {Jn“ =  Rpb16.154.000
36.1.2.13 |D.K.L JAKARTA vat | Rp708.826.000
36.1.2.14 [JAWA TENGAH ) Unit T Rpb39.680.000
36.1.2.15 [D.1. YOGYAKARTA Unit Rp795.363.000]
36.1.2.16 [JAWA TIMUR Unit Rp764.021,000
36.1.2.17 [BALI ik Rp724.066.000}
36.1.2.18 |NUSA TENGGARA BARAT Unit “Rp642.214.000
36.1.2.19 [NUSA TENGGARA TIMUR Unit Rp704.101.000
36.1.2.20 |KALIMANTAN BARAT Unit Rp674.016.000
36.1.2.21 |[KAUMANTAN TENGAH Unir ~ Rp717.102.000)
36.1.2.22 |KALIMANTAN SELATAN - Unit Rpo51.964.000
36.1.2.23 |KALIMANTAN TIMUR Unit Rp658.627.000
36.1.2.24 |KALIMANTAN UTARA Unit Rp701.167.000
36.1.2.25 |SULAWES! UTARA Unit © Rp602,581.000
36.1.2.26 |GORONTALO — Unit "Rp596.309.000
36.1.2.27 [SULAWESI BARAT umit | Rp669.654.000
36.1.2.28 [SULAWESI SELATAN Unit Rp586.696.000
36.1.2,.20 [SULAWESI TENGAH Unit "Rpb34.637.000
36.1.2.30 |SULAWESI TENGGARA h Unit Rp702.278.000
36.1.2.31 M_IIUEJ _ 7 B thies | Rp662.701.000
36.1.2.32 [MALUKU UTARA Unit Rp694.312,000
36.1.233 [PAPUA Uit Rp677.687.000
36.1.2.34 |PAPUA BARAT " Unit ~ Rp836.055.000
36.1.2.35 |PAPUA BARAT DAYA Unit RpB36.055.000
36.1.2.36 iPAP(JkH&MI Unit Rp677.687.000
36.1.2.37 |PAPUA SELATAN =i Unit Rpb77 687,000]
16.1.2.38 |PAPUA PEGUNUNGAN = Unit Rpb77.687.000
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.2 &mmmwhmmwmnmnwmdwmummuhwu

IEIAHAT
N0 PROVINS] SATUAN PiCK UP ESELON
o= 1L/ MINIBYS
[ == L} —
1 jacen Uit | RplS6.380.0000 Rpa7l o7
2 [SUMATRA UTARA Unit Mpa6) 525 72.706.0
3 fRiau Unit Rp293.937.000] _Kp39o 2m0 ¢
4 [KEFULAUAN RIAU = Unit Rpd92.000 Rp375.725.00
Spamer 00| um | wpess DOOL _ Rpr#0)7.020.
0. [SUMATRA BARAT Ursa p 263 394 Rpt01.044.0
7. |SUMATRA SELATAN Unit Rp268.272.000)  Bpyon 074,
8. [amiunG it | wpaos ana Rpdss 531 000
9 Jwenxuy | ven | wpnasazesof rpasrsie
10, [BANGKA BELITUNG N Unit Rp2a1.421 000]  RpI99.978 000
1. BANTEN B Unit Rp232.115. Hpa0s 504
12 [JAWA BARAT Ut | Rp27A.5090.000 7.179.001
13 [0KI JAKARTA Unie Rp270.420.0008_Rp01.379.
14, LIAwA TRXGAH unt | mp2r7.aes, RpI7S.957.00
15, D1 YOGYARARTA Yni | wpass700.000]  Rpazs o7
16. PAWA TIMUR = —— Uat | wpae3ss0.000]  rpIve 63
17 [BAL | umit | spassesocl wpssr an e
I8 INUSA TENGGARA BARAT |y | mpaezaszooo] sparaste
19, |NUSA TENGOARA TIMUR o e Rph 26,064 00
0. [KAUMANTAN BAKAT | une | wpass2s2o00]  mpiioes
21, [KALIMANTAN TENGAH Unit | Rp339.0s0.000)  Rp390. 240 00¢
22 [KALIMANTAN SELATAN Vait Rp260. 137.000]  Rp413.291 4
23 [RALIMANTAN TIMUR Usit | #paeasiso00]  Rpave.200.00
24 [KALIMANTAN UTARA L Mnit | Rp2s2.150.000]  Rp376. 200,000
25 [SULAWESI UTARA Vet Rp235.700.00 76.452.
20 JOORONTALD Uret | wrpaosaa7.000]  stpeae s63.000
| 37, |SULAWEST BARAT Unie | Rpash 123, Rp382.359 004) 95
28 |SULAWESI SELATAN unit | wp2sd.0200000  #pi19.033.000]  1p3s4 368 000
29, |SULAWES! TENGAH Unit | Rpd0w.028.0000 Rpa12ss3000|  Rps01.024,000
30 JSULAWES! TENGGARA | ven | spwosronosal kpitesss 314,350 000
AL PRALUEY . Usit | wpaws. 73 27515, HpSKS 488 000
32, [MALUKU UTARA Ut 199.000]  Rp325 6w, Rp303.930.000)
2 frarua vni | wpatowozo00f  wpouae3soo0]  kpses 300,000
34, JPAPUA BARAT Unin Kp296.853.0000  Rp424.712.000) 1000 0
35, [PAFUA BARAT DAYA Unit | Rp206853.000] RpdM.712.000]  KpS60.900,000
36 [PAIUA TENGAH fMmit | RpI19.897.000] RpISIOISO00]  WpSad 390 00
37 [rArUA SELATAN Unit | #pai9.m07, 1036350000 psérs 390,000
38, |[PAFUA PEGUNUNGAN Unat Rp3io 97 635, RpS64 350,000,
363 Kendnenun Opesuxional Bus
NO URAWN SATUAN BESARAY
0 o &) 10
1| ¥oda 3 dan/ateu Bas Kecll = Uit
3. | Rodu 6 dun/maw iius Sedang Urit
3. | %oda'© dan/stau Bus Bear == o W S I

AL
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64 Kersbarsan Operasinoal Kanser dan/stay Lapangsn Roda 2 {Dus

NO. PROVINSG SATUAN | oPERASIONAL | LAPANGAK
[£] 0 I 551
1 |acEN — —0 RpI7T464,000] Rpd7.7984
2. [SUMATIA UTARA une | mpssro.oof mpas1a0.000
3 |rravu Unit
a }xﬁhuw_mu Unit
5 ﬁ M a1 Uiy
EX I:umm HARAT Unit
S o
. Uris
Unit
= Unit_
Mt
T Unit
13, |6 K1 JAKARTA T
15, JaawaA TENGAN Uit
15, |00 YOGYARARTA _Unit
16 [IAWA TIMUR Unit _
17 [BALI i Unit
18, [NUSA TENGOARA BARAT Unit
19, [NUSA TENOGARA TIMUR Ut
20. [KALIMANTAN HARAT _ Uit
21 [KALIMANTAN TENOAH Uait
|22 [KALIMANTAN SELATAN _ Unit
23, [KALIMANTAN TIMUR Unit
Lo AN UTARA Unit
25, [SULAWES] UTARA Uit
2 [GoRoNTALO I um
| 27 [suiawest sarar Unit
¥, [SULAWES] SELATAN = Unit
2, |SULAWESI TENGAN Unt
R
Unit
Unit
33 — Unit_
34, A Uit
35 [PAVUA BARAT DAYA 1 v
3 A TENGAI _Unit
37, |[PAPUA SELATAN Uit
38, [PAPUA FEGUNUNGAN Usit
36.5 Kendornan Listrik B
[ rg
Tejabot Evelon |
Pejubiat Eacun IF =
Kendaraan Roda Dun

v
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37, SATUAN BIAYA FENGADAAN PAKAIAN DINAS

39-

PAKAIAN Dias | PARAIAN e
PAKAIAN DINAS i SERAGAM PAKASAN KEIA
of o mowe oot | o | s | JrEos MO
PRAMUBAKT!
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PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada PNS/Anggota Polri/TNI yang diberi

tugas scbagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat

Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan kepada seseorang yang

diberi tugas scbagai Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara

Pengeluaran Pembantu /Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

(PPABP).

Bagi Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola dan

melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), Honorarium Penanggung

Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan dengan ketentuan alokasi

honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan

kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola masing-masing

Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih
dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai
dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu
dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium
tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.

b. Ketentuan jumlah SPK diatur scbagai berikut:

1) Jumiah SPK yang membantu KPA:

a) KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK
lainnya, jumiah SPK paling banyak 6 (¢nam) orang, termasuk
PPABP; dan

b) KPA yang dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa PPK, jumiah
SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.

2) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu)
KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.

c. Dalam hal terdapat penggabungan PPK pada tahun berjalan, jumlah
SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:

1] jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan

2) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang
dikelola SPK;

d. Jumlah kescluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung
Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu DIPA satuan kerja.

e. Ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut:

1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran
honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:

a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan
pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan barang/jasa;

b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan; atau

c) pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran
honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, dalam hal
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:

o
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a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan
dengan pengelolaan keuangan dan/atau pengadaan
barang/jasa; atau

b) pejabat fungsional lainnya.

f. Pemberlakukan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud
pada huruf e angka 1) huruf b) dan huruf c] dilaksanakan scjak
pegawai yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional
di bidang perbendaharaan atau pejabat fungsional pengelola
pengadaan barang/jasa.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh
Pengguna Anggaran (PA)/KPA scbagai Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-
purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Kepala
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi Kelompok Kerja
Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

¢. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

1) menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada
penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/
konstruksi/jasa lainnya; atau

2) menctapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada
penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Ketentuan:

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota UKPBJ telah

menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka

pemberian honorarium tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar 40%
{empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa;

b. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja UKPBJ
setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket; dan

¢. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau anggota UKPBJ hanya
dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat
puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai
perangkat pada UKPBJ. Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang
struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.
Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan
perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak
diberikan honorarium.
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4. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota
Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk
mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut;

a. jumlah peétugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima)
orang; dan

b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1
(satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target
pagu penerimaan PNBP fungsional.

c. Ketentuan besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut:

1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran
honorarium pengelola PNBP, dalam hal Penanggung Jawab
Pengelola Keuangan merupakan:

a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan
pengelolaan keuangan; atau
b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan;

2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran
honorarium honorarium pengelola PNBP, dalam hal Penanggung
Jawab Pengelola Keuangan merupakan:

a) pejabat/pegawai vang tugas dan fungsinya tidak berkaitan
dengan pengelolaan keuangan; atau
b) pejabat fungsional lainnya.

d. Pemberlakukan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang
bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang
perbendaharaan.

5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota

Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit

akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual

maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh)
orang; dan

b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6
(enam) orang.

Ketentuan:

a. Kementerian/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan
biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAIL

b. Besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran
honorarium pengelola SAl, dalam hal Penanggung Jawab
Pengelola Keuangan merupakan:

a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan
pengelolaan keuangan; atau
b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan;
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2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran
honorarium honorarium pengelola SAI, dalam hal Penanggung
Jawab Pengelola Keuangan merupakan:

a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan
dengan pengelolaan keuangan; atau
b) pejabat fungsional lainnya.

c. Pemberlakukan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada
huruf c angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang
bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang
perbendaharaan.

6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota

Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang

yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang

berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang,

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku

pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang

pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa

Pengguna Barang.

Besaran honorarium yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1) Honorarium diberikan 40% (empat puluh persen) dari besaran
honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara, dalam hal
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan merupakan:

a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan
pengelolaan keuangan; atau
b) pejabat fungsional di bidang perbendaharaan;

2) Honorarium diberikan 60% (empat puluh persen) dari besaran
honorarium honorarium pengelola SAl, dalam hal Penanggung Jawab
Pengelola Keuangan merupakan:

a) pejabat/pegawai yang tugas dan fungsinya tidak berkaitan
dengan pengelolaan keuangan; atau

b) pejabat fungsional lainnya.

Pemberlakukan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada

angka 1) huruf b) dilaksanakan sejak pegawai yang bersangkutan

ditetapkan menjadi pejabat fungsional di bidang perbendaharaan.

3

7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada sescorang vang diberi tugas untuk

menunjang kegiatan penelitian/perckayasaan yang dilakukan oleh

fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa,
pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan
surat perintah pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus scbagai Pegawai

Negeri Sipil, maka pembantu peneliti/perekayasa dimaksud tidak

diberikan uang lembur dan uang makan lembur,

Catatan:

a, Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh K/L yang
menggunakan program di bidang riset dan inovasi iptek.

b. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan
mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi
daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan
biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut,
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¢. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara
selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efcktivitas.

8. Honorarium Komite Penelitian

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau Reviewer

Proposal, Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian, dan

Komite Etik Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara

Peneliian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite

Penilaian dan/atau Reviewer Proposal, Komite Penilaian dan/atau

Reviewer Keluaran Penclitian, dan Komite Etik Penelitian memiliki masa

kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat

khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik vang
dilaksanakan secara langsung (offline} maupun daring (online) melalui
aplikasi.

Ketentuan:

a, Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh K/L yang
menggunakan program di bidang riset dan inovasi [lmu Pengetahuan
dan Teknologi.

b. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau
Reviewer Proposal, Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran
Penelitian, dan Komite Etik Penelitian berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang riset/penelitian.

c. Honorarium Komite Etik Penelitian hanya dapat diberikan untuk
penelitian bidang sosial humaniora, bidang hewan coba, bidang
kesehatan, bidang kimia, dan bidang tenaga nuklir,

d. Pemberian honorarium hanya dapat diberikan paling banyak
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per
bulan.

9. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
9.1 Honorarium Narasumber
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai
Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan

informasi/pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan
Seminar/Rapat/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/
Workshop/Sarasehan/Simposium /Lokakarya/ Focus Group

Discussion/Kegiatan Scjenis yang dilaksanakan secara langsung

(offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan

bukan rekaman /hasil taping, baik di dalam negeri maupun di luar

negeri, dengan ketentuan:

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan
secara panel maupun individual;

b. Narasumber berasal dari:

1) luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari
luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau

2) dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang
disclenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Agama, di luar satker penyelenggara;

V78"
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¢. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satuan

kerja penyelenggara; dan
d. Tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

9.2 Honorarium Moderator
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada
kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan
Teknis/ Workshop/Sarasehan /Simposium /Lokakarya/ Focus Group
Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung
(offline)] maupun daring (online)] melalui aplikasi secara live dan
bukan rekaman/hasil tapping baik di dalam negeri maupun di luar
negeri, dengan ketentuan:
a. Moderator berasal dari:
1) luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari
luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau
2) dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Agama, di luar satker penyelenggara;
b. Honorarium moderator hanya dapat diberikan oleh satuan kerja
penyelenggara; dan
c. Tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

9.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan
Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan

Teknis/ Workshop/Sarasehan/Simposium /Lokakarya/Focus  Group
Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat
Setingkat dengan peserta kegiatan paling rendah 300 (tiga ratus)
orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/lembaga
lainnya/pihak lain baik dilaksanakan secara langsung (offline)
maupun daring (online] melalui aplikasi secara live dan bukan
rekaman /hasil taping.

9.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang
berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/
Rapat /Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/
Saraschan /Simposium /Lokakarya/Focus Group Discussion/
Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembaga
lainnya/pihak lain serta dilaksanakan secara langsung (offline).
Dalam hal pelaksanaan Kkegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/
Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/Sarasehan/Simposium/
Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis memerlukan
tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil
Negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan
urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran
honorarium untuk anggota panitia, dengan ketentuan:

L
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a. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium 10% (sepuluh
persen) dari jumlah peserta yang hadir secara langsung (offline)
dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

b. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara langsung (offline}
kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat
diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

10. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara
10.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur
Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan
memberikan informasi/keterangan sesual dengan keahlian di
bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan
dan/atau persidangan di pengadilan.
Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi
keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium
dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli
dapat memberikan honorarium dimaksud.
Kriteria Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota
Polri/TNI yang diberi tugas untuk menghadiri dan memberikan
informasi/keterangan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal proses penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan
membutuhkan saksi ahli pakar/praktisi/profesional maka dapat
diberikan honorarium yang mengacu pada harga pasar,

10.2. Honorarium Beracara
Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur
Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara
mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan
sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan
pemberian gaji dan tunjangan kinerja.
Kriteria Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota
Polri/TNl yang diberi tugas untuk beracara mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan

secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara

live dan bukan rekaman /hasil tapping.

11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup

Pendidikan Tinggi
Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas
khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan
serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian
honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai
berikut:

a. Sumber pembiayvaan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada
Perguruan Tinggi berasal dari PNBP.

b. Dalam hal terdapat kekhususan, maka untuk keperluan dimaksud
dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Besaran satuan Dbiaya dimaksud harus ditetapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai
kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkutan.
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d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas
tambahan /tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada poin
11.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur
organisasi dan tata kerja olch menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¢. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan
kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada
poin 11.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan
Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada
perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Terhadap satuan biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada poin
11.3.a sampai dengan 11.3.f, berlaku bagi dosen dari luar perguruan
tinggi yang bersangkutan atau nondosen.

g. Untuk pengajar nondosen, penyetaraannya diatur oleh masing-
masing perguruan tinggi.

h. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya
duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup
Pendidikan Tinggi dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan
secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi
secara live dan bukan rekaman /hasil taping.

J. Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi
harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan
keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

12. Honorarium Penyuluh Nonpegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Nonpegawai

Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan

surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih

tinggi dari pada satuan biaya poin 12.1 dalam Peraturan Menteri ini,

satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang
mengatur mengenai upah minimum di wilayah setempat dengan
ketentuan:

a. Lulusan SLTA diberikan paling tinggi sesuai upah minimum di
wilayah setempat;

b. Sarjana Muda/DI/DIl/DIIl diberikan paling tinggi sebesar 114%
(seratus empat belas persen) dari upah minimum di wilayah
setempat;

c.. Sarjana (S1) diberikan paling tinggi sebesar 124% (seratus dua puluh
empat persen) dari upah minimum di wilayah setempat; dan

d. Master (S2) diberikan paling tinggi sebesar 133% (seratus tiga puluh
tiga persen) dari upah minimum di wilayah setempat.

13. Satuan Biaya Operasional Penyuluh
Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang
digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para
Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka
L mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang- |
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Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan,

14. Honorarium Rohaniwan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah
jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan
tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (offline)
maupun daring (online)] melalui aplikasi secara live dan bukan
rekaman /hasil tapping.

15. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Kegiatan

15.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada sescorang yang berdasarkan

Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/

Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana

kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium

setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (outpu?) jelas dan terukur;

b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk
mengikutsertakan eselon I/kementerian negara/lembaga/
instansi pemerintah lainnya;

c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;

d. khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara
diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping
tugas pokoknya sechari-hari; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan

keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil

pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN
maka besaran honorarium yang diberikan disctarakan dengan
honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh

Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

15.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang vang diberi tugas

melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan

tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk

menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh

Presiden /Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau

b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Ketentuan:

a. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, kementerian negara/lembaga melakukan
evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud
untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit
organisasi.
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b. Kementerian negara/lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan
Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi
anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian
pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan
sebagai berikut:

1) Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan
sekretariat tim pelaksana kegiatan secara akumulatif yang dapat
diterima honorariumnya baik yang berasal dari DIPA
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan maupun dari DIPA
Kementerian/Lembaga lainnya dalam 1 (satu) tahun adalah
sebagai berikut:

Klasifikasi

Jabatan
I 11 1

Pejabat Negara, Pejabat Eselon [,
Pejabat Eselon I1, Pejabat Eselon
111, Pejabat Eselon IV, pelaksana,
dan pejabat fungsional.

Keterangan:

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah tim di atas

adalah sebagai berikut:

Klasifikasi | : Kementerian negara/lembaga yang
telah menerima tunjangan kinerja
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan mengenai tunjangan kinerja
dengan tunjangan kinerja pada kelas
jabatan tertinggi lebih besar atau sama
dengan  Rp40.000.000,00 (empat
puluh juta rupiah).

Klasifikasi Il : Kementerian negara/lembaga yang
telah menerima tunjangan kinerja
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan mengenai tunjangan kinerja
dengan tunjangan kinerja pada kelas
jabatan tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah) dan kurang dari
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta
rupiah).

Klasifikasi 11l : Kementerian negara/lembaga yang
telah menerima tunjangan Kinerja
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan mengenai tunjangan kinerja
dengan tunjangan kinerja pada kelas
jabatan  tertinggi kurang dari
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) atau belum menerima
tunjangan kinerja.

2} Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon |
dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga, jumlah orang dalam
tim tersebut dibatasi paling banyak 25 (dua puluh lima) orang,
sedangkan untuk tim vang keanggotaannya berasal dari lintas
kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 ([dua puluh lima)
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orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

16. Honorarium Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

16.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan untuk
menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur
sckretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis,
dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri,

Dalam hal diperlukan, dalam menyusun Jjurnal
nasional/internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra
bestari (peer reviewj sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah) per orang per jurnal.

16.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin /Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI vang
diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan
buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui
pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara
periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentu.

16.3. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas
tambahan untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah
website yang berisi profile dan informasi satuan kerja yang dikelola
oleh kementerian negara/lembaga, unit eselon 1/setara atau unit
vertikal setingkat eselon 11 di daerah.

16.4. Honorarium Penulis Artikel Jurnal/Buletin/Majalah/Website
Honorarium Penulis Artikel Jurnal/Buletin/Majalah /Website
diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan
artikel pada Jurnal/Buletin/Majalah/Website sebagaimana
dimaksud pada angka 16.1, angka 16.2, dan angka 16.3.
Honorarium hanya dapat diberikan dari unit penerbit
Jurnal/Buletin/Majalah / Website.
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17. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/
Konferensi  Tingkat Menteri, Senior Official Meeting
(Bilateral/Regional/Multilateral), Workshop/Seminar/Sosialisasi/
Saraschan Berskala Internasional

17.1. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/

Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/
Regional /Multilateral)
Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional,
konferensi  tingkat  menteri, senior official  meeting
(bilateral /regional /multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI
penyelenggara  kegiatan  sidang/konferensi yang dihadiri/
pesertanya pejabat setingkat menteri atau senior official
berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

17.2. Honorarium Penyelenggara Workshop/Seminar /Sosialisasi/
Saraschan Berskala Internasional
Honorarium  penyelenggara  workshop/seminar/sosialisasi/
sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada Pejabat
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI
penyelenggara kegiatan
workshop/seminar /sosialisasi/sarasehan berskala internasional,
berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang,

Kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan

dinas dan/atau uang harian paket meeting sesuai surat perintah

perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang.

18. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi
Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi
penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau
pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, dan menengah.
Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor,
Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau
pemeriksa hasil ujian kepada guru diberikan atas kelebihan beban kerja
guru dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian/atau
pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk wjian
yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.
Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa
hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat
latihan dan ujian lokal.
Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil
ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru,
ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk
ujian yang bersifat tertulis maupun praktik

19. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Nasional
19.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional
Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai
bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai
Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses
penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional,

L meliputi:
a. soal yang bersifat penilaian akademik

A
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seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal
yvang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes
kompetensi akademik guru, soal Calon Pegawai Negeri Sipil,
dan/atau
b. soal yang bersifat penilaian non akademik
seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur
kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non
akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi
managerial kepala sekolah.
Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional diberikan
berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas
atau fungsi untuk melakukan penulisan soal tingkat nasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19.2. Honorarium Telaah Butir Scal Tingkat Nasional
Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai
bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai
Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses telaah
soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional meliputi:
a. soal yang bersifat penilaian akademik
seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal
yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes
kompetensi akademik guru, soal akademik Calon Pegawai
Negeri Sipil, dan/atau
b. soal untuk penilaian non akademik
seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur
kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non
akademik, soal tes aseésmen pegawai, soal kompetensi
managerial kepala sekolah, dan soal non akademik Calon
Pegawai Negeri Sipil.
Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional diberikan
berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas
atau fungsi untuk melakukan telaah soal tingkat nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

20. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat)
20.1. Honorarium Penceramah
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang
memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience
sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan
pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara
langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara
live dan bukan rekaman /hasil tapping dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga
penyelenggara; dan
b. honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon
1l ke atas/setara.

20.2, Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja
penyelenggara
Honaorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari
luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar
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tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang
dilaksanakan secara langsung (offfine)] maupun daring (online)
melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman /hasil taping.

20.3, Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja
penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari
dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun
pegawal lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (offline)
maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan
rekaman /hasil taping. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan
atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan
jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

20.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada

Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi

tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat

berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan

sebagai berikut:

a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas
kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul
dikiat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan
persentase penyempurnaan substansi modul dikiat paling
sedikit 50% (lima puluh persen).

20.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

Honerarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat

vang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan

fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang

penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan;

b, dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan
urgensinya; dan

c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.
Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh)
orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium
paling banyak 4 (empat) orang.

Ketentuan:

a. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.

b. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya dapat
diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung
(offline).

c. Penghitungan lama kegiatan penyelenggaraan diklat berdasarkan
jumlah hari tatap muka (jalur pelatihan klasikal).
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21. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan

Uang Lauk Pauk bagi Anggota Polri/TNI

21.1. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang
makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

21.2. Uang Lauk Pauk Bagi Anggota Polri/TNI
Uang lauk pauk bagi Anggota Poiri/TNI merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk kebutuhan uang lauk pauk Anggota
Polri/TNI yang dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam
bulan berkenaan.

Ketentuan:

Dalam hal kesepakatan terbaru antara pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) berbeda dengan ketentuan Satuan Biaya Uang

Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk Anggota

Polri/TNI dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini mengacu

kepada hasil kesepakatan tersebut,

22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai

Aparatur Sipil Negara

22.1. Uang Lembur
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah
dari pejabat yang berwenang.

22.2. Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam
secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kak
per hari,

23. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai
Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan,
dan Pramubalkti

23.1 Uang Lembur
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur
Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian
negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan
Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat
perintah dari pejabat yang berwenang.

23.2 Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur
Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian
negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan
Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam
secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per
hari.

Ketentuan:

Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana

dimaksud tidak termasuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan

Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak

penyedia tenaga alih daya (oufsourcing),
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24. Biaya Paket Data dan Komunikasi
Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan
kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar
membutuhkan komunikasi secara daring (online).
Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif
dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi
penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai
dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.
Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara
daring (online) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara
daring (online) yang bersifat insidentil dapat diberikan biaya paket data
sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

25. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas
Pindah Dalam Negeri
Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah
dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan
biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan
kepada pejabat negara/pegawai  Aparatur Sipil Negara yang
dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang
berwenang.
Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada
pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. Satuan
biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan,
biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai
dengan tujuan,

26. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan

Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan

biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/Home

Staff/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan

Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan

Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan

scbagai berikut:

a. BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai
sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk
program pascasarjana.

b. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/Home
Staff] Atase Teknis /Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan
formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan
tidak termasuk program pascasarjana.

c. Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan
keluarga dan bersckolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja
orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan bagi:
1) anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/Home Staff/Atase

Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam
perwakilan di dacrah/tempat rawan dan/atau berbahaya; dan
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2) anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/Home Staff/Atase
Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan
(cross posting).

e. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan
dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/Home
Staff/Atase  Teknis/Atase  Pertahanan yang dimutasikan
antarperwakilan (cross posting) sebagaimana dimaksud pada angka ¢
ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

f. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran
kementerian negara/lembaga.

g- Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang
ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri,

h. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab,

27. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan

Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil

Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan

pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/
kontrak kerja, dengan ketentuan:

a. Mekanisme pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan
Pramubakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti
dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium
dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan
perlengkapan.

¢. Dalam hal pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan
Pramubakti dilakukan melalui perikatan langsung, pengalokasian
iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium
sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

e. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih
tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka
satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut,

28. Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas
Dalam Negeri
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan
penggantian  biaya keperluan sehari-hari Pcjabat Negara/Pegawai
Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan
perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
Uang representasi diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua
dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri),
pejabat eselon | dan pejabat eselon Il yang hanya melaksanakan
perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
vang melekat pada jabatan, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat
negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.
Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk
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mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dihadiri secara tatap
muka (jalur pelatihan klasikal) dan diselenggarakan di dalam kota yang
melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan

penggantian biaya keperluan schari-hari Pejabat Negara/Pegawai

Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan

perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk

uang makan, uang transportasi lokal, uang saku, dan biaya penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam

Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian

pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan

berkedudukan.

Ketentuan:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas

ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

a. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat
rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah
satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat
Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan

yang sama.
b, Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan
tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat

penginapan vang sama, diatur sebagai berikut;

1) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1
(satu) tingkat di atasnya; atau

2) dalam hal uang harian untuk golongan scbagaimana dimaksud
pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat
dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam
rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungiawaban berdasarkan
bukti pengeluaran yang sah.

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga
Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan
Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat
Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal
biaya penginapan pada hotel /penginapan yang sama tersebut lebih tinggi
dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri, maka ajudan Pimpinan Lembaga
Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat
menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada
hotel/penginapan dimaksud.

Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

31.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya
kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor
dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan
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secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling kurang

melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya

yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor

menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. kegiatan rapat/pertcmuan di luar kantor pejabat
Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan
vang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;

b, kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon
I/eselon [1/Pejabat Fungsional Utama adalah kegiatan
rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon [/eselon 11/
Pe¢jabat Fungsional Utama/yang disetarakan; dan

c. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon Il ke
bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan
pejabat eselon 11/ yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor

menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan
rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari
penuh dan menginap.

b. Paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan
rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling
singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan
rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling
singkat 5 (lima) jam tanpa menginap.

Ketentuan:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

1) Untuk pejabat eselon Il ke atas, akomodasi 1 {satu) kamar
untuk 1 (satu) orang.

2) Untuk pejabat eselon 1l ke bawah, akomodasi 1 (satu)
kamar untuk 2 (dua) orang.

b. Satuan biaya paket fullboard ini digunakan untuk
penghitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan
akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan
besaran indeks satuan biaya paket fullboard untuk pejabat
Esclon 11 ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka
1). dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari
satuan biaya paket fullboard sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Menteri ini.

¢. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka
penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus
menggunakan satuan biaya ini,

d. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA
agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar
kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan
penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap
mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan
negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.
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31.2. Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar
Kantor
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian
uang harian peserta dan panitia kegiatan fullboard dan
Sfuliday/ halfday yang diselenggarakan di luar kantor dan
diberikan untuk yang hadir secara langsung (offline).
Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan  penyelesaian
pertanggungiawaban) dan kepada peserta (karena [faktor
transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk
berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat
dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas
sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk
1 (satu) hari sebelum dan/atau ] (satu) hari sesudah pelaksanaan
kegiatan.

32. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way)
Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket
pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali
jalan (one way). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak
termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur

Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan keluarga yang sah berdasarkan surat

keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan
perintah pindah dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau
sebaliknya.

Ketentuan:

Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (cross-

posting) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (cross-
posting) dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari
perusahaan fravel dan ditetapkan oleh KPA/PPK; dan

b. penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah
antarperwakilan (cross-posting) tersebut agar tetap memperhatikan
prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kewajaran serta kemampuan

keuangan negara.

33. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri
Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia
di Luar Negeri adalah dana operasional yang digunakan untuk
menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

34. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh
Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan
makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/
mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat
memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.
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35. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya

sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda

6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak

bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri
di tempat tujuan; atau

2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi,
berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta
dilakukan secara selektif dan efisien.

Ketentuan:
1} Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan
pengemudi.

2) Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan
biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling
banyak 7 (tujuh) seat,

3) Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan
kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi
sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya
sewa kendaraan roda 4 (empat).

4) Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga
setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4
(empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu
ke harga pasar/bersifat at cost.

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau

Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional

kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan

untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang
difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti
pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan

kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang

menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai

(termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila

kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), olch karenanya

atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya
pemeliharaan.

Catatan:

1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional
pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan
sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas
penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas
pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi
bagian dari rencana kebutuhan baik dari segi jumlah, spesifikasi,
maupun Ketentuan lain yang diatur pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai standar barang dan standar kebutuhan
barang milik negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional
pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan

L
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scbagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas
penggunaan anggaran, schingga fungsinya sebagai pengganti atas
pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi
bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar
barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan
kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional
kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan
kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.

4) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional
kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

36. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas
Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional
bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui
pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian
negara/lembaga,
Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan
kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang
tersedia.
Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui
mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak
diperkenankan lagi.
Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya
pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan
pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah
terkait fasilitas KBLBB,
Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu
pada ketentuan yang berlaku.

37. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang

digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk

ongkos jahit yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter
Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang
bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu)
potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara
selektif.

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat
Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat
yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2
(dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara
selekuif.

c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai
Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai
dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang
penyediaannya dilaksanakan secara sclektif, dengan ketentuan
sebagai berikut:
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1) harus ada ketentuan yang ditetapkan olch Presiden pada awal
pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan
pakaian dinas pegawai; dan

2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak
terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas
pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah
memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketentuan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Menteri ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian.

Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian

Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) PDL dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh
persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;

2) PDU dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus
persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai; dan

3) Dalam pelaksanannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara
selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan
pakaian dinas pegawai.

d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan

bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah

kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2

(dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara

selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal
pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan
pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan

2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak
terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian
seragam mahasiswa/taruna, biaya  pakaian seragam
mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin
prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan

Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan

pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan

pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan
dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang
penyediaannya dilaksanakan secara selektif,

f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam,

sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat

pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan
atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per
tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

Catatan Umum Lampiran I:

Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya

masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:

1. pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan
Teknis/ Workshop/Saraschan /Simposium / Lokakarya/ Focus Group
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Discussion/Pelatihan/Kegiatan Sejenis agar dapat dilakukan secara
selektif dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring
(online) melalui teknologi informasi yang tersedia;

pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai
tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang
dilaksanakan secara daring (online);

. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara
aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian
negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pada prinsipnya, pertanggungjawaban atas biaya transportasi dalam
rangka perjalanan dinas menggunakan bukti riil (at cost);

. mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas
mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Perjalanan Dinas; dan

. untuk satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus, sewa
kendaraan, pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan
roda 2 (dua), pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan
roda 4 (empat), dan pengadaan pakaian dinas pada beberapa kabupaten
diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yvang
tercantum dalam Peraturan Menteri ini schingga menjadi sebagai :

2, | Papua Barat | Pegunungan 132% Dari satuan biaya
Arfak Provinsi Papua Barat
3. |Papua Memberamo 139% | Dari satuan biaya
Raya Provinsi Papua
4. | Papua Pegunungan 133% |Dari satuan biaya
Pegunungan | Bintang Provinsi Papua
Tolikara 157% Pegunungan
Memberamo
Tengah 161%
Yalimo 156%
Lanny Jaya 145%
5. | Papua Puncak Jaya 286% |dari satuan biaya
Ten Provinsi Papua
- Paniai 160% | 1engah .
Puncak 320%
Dogiyai 147%
Intan Jaya 310%
Deiyai 161%
6. | Papua Barat | Raja Ampat 147% |dari satuan biaya
Daya Tambrauw 175% Provinsi Papua Barat
Maybrat 153% | Daya
Aa
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

SATUAN BIAYA TRANSPORTAS! DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM
PROVINSI YANG SAMA |ONE WAY)

NO. IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN HESARAN

|Kab. Humbang Hasundutan
|Kab. Karo

Kah Labuhan Batu

Rab. Labuban Batu Selatan
' |Kab. Labuhan Batu Utara

Kab. Langhkat
Kab.

JKab. ¢
JKab.
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KABUPATEN /KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
Kota Binjwi — | Orang/Kah Rp180.000
|Kota Pe g Siantar Orang/Kaki Rp225 000
Kota Siboiga Orang/Kalt |~~~ Rp345.000
Tanpung Bala Orang/Kali_ | ..RP&!’M‘
|Kab. Indragiri Hulu Orang/Kali Rp315.000)
Kab. Kampar Orang/Kall .. Rpa00.00%
. Singing Orang/Kali _Rp300.000
Kaby, Pelalawan Orang(Kali Rp225.000
Kab. Rokan Halir Orang/Kall Rp350.000,
Kab. Rojean Hulu Orang/Kadl _ Rp322.000
b, S Orung/Kali Rp350.000
l- Orang/Kaki Rp400.000
| |KEPULAUAN RIAU | et}
_56. |Tanjung Pnang { B Orang/Kali _ Rp185.000)
HAMBI bt - 8 =
[Jasmbit
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KABUPATEN /KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
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KABUPATEN /KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
Yo, Nganak Orang/Kah | Rp245.000

Kub, Ngawi 53.000
e — S —

AdJ
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NO. HUKOTA PROVINS! KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

209. |Palangkaraya al@b."mmm = Orang/Rali_ | Rp300.000]
: Kab, 1 k

_371. jPelangiaraya kb Muneig Rsye Orang/Kalt Rp448.000
272 [Pulangkaraya Kb, Pula Praan Orang/ Kall Rp250.000
273. |Palangkaraya !mf«uym = on..‘/m ___Egg;g

|Kab Hulu Sungui Selatan | Orang/Kali_ | ®p200.000)
Orang/

}
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319, |Maksssar Kab. Gowa Orang/Kall
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KABUPATEN /KOTA TUJUAN
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T Hz

URNAN BATUAN BESARAN
RS
] = E

[SATUAN BAYA TIANSION KECGIATAN DALAN KAIRIPATIN ) KOTA PRSI PULAND #14 Ovwag/Rak Hp 170 900
[SATUAN BIAYA MENE LIIZAMAAN SARANA KANTOR
A0 lwentans Rante Pegasa/ Tabun #p80 000
3 Meraevad Crrmgaster” Netrdook Ut [ Tuhun RpT 30 000
L} Prter Dot Tahiun 0 000)
. AL St Vst Tuhun Rph 10 000
&3 vt bebis kevil dan 50 KVA Unit) Tahun MpZ_ 100 000
40 Gennat 73 KVA Uity Tatun Hps 040 000)
“7 Cerset 100 XVA Una)/ Tahun Rp10.150 000
|+ 8 Guemnet 125 KVA Uni ) Tutrun Rp 10.780.000)
40 Goaset 100 KVA Unit/ Tadvan Hp 11,260 00O
10 Gemsed LTS KVA Ut/ T advan Rpl4.010.000|
(.11 Gensed 200 KVA Uit/ Todvaen Rp13.850 000
412 Genset 230 KVA Unn [ Tadas Rpl6. 790000
(417 Genser 275 KVA Unet/ Todium Hpi 7 Tod.000)
(4.14  Geneer 300 KVA Una/Tabus Rpdil 60,000
415 Genser 350 KVA Ut/ Tebiun Wpd 290 000
436 Genset 450 KVA Uret [ Takin 620 000
417 Genset 500 KVA Ut/ T Rp11.770.000
[SATUAN IRAYA PENERIENANAN DAN PENGETTRAN
8.3 Duart Habas Asng ke Fatiisa lodiresss stau Selumlinnye

& Bahuse Inggrs Halsman Jadi Rpd0 000

b Mahase Srpang Halwman Joit) Mpa20.000)

«  Pahass Nandarm Habaman Jadi Rpt 10 000

& Dahians Belamia Halaman Jadi et 50 000

e Babess Peratem Hubaman Juds Ry 36 000

1 Baliews Jerman Hudarman Jwds R 14,000/

R Dwhasa Aving Lamays Habiman Jub p0 0o
9.2 Dan Bahass Insoness ke Tadasa Deennh/ Rabess Labal stou Setalbnyn Flasaiman e Fp 174,000
SATUAN RUAYA FHANTUAN BEASIRNA PROGRAM CELAN/ NGOZLAK DALAM XEC R
6.1 Paayn Hidup das My Operassacal ot Mpdt 400000
h2 Uang Maku dan Reservns

& Diplosa | oy Fp 19560 500

I Enplasa or Ryp2 50 000

« Duplama IV dan Strats | or Rpa7. 750 000

A Stnes 2 dan Spesale | or Wpd 1,800 000

© Sizwis 3 dan Spesabs 2 or P33 700 00|
[SATUAN MIAYA SEWA MIESIN YOTOROTY Lirar / 10aden Mp3 W0
HONOSARARAIN MARASUMEE R/ FAKAR) MMAKTIS! MOrsonaL
LN Rogatan U Diateesy Negers o Hpl Y00 )
8.2 Regmtan D8 Lasar Segrm

* Nurmsumber Kelas A on S0

b Mevwsumher Kelas B o $275)

€ Noensumber Kelas C on 5320

£ 1
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9. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

2023, No.363

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di
Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO. PROVINS! SATUAN BESARAN

[} (2 [E]] [4)

1. [acen oM Rp21.000
2. [SUMATRA UTARA 1 o8 Rp20.000]
3. RIAU B OH Rp21.000
4. [KEPULAUAN RIAU OH Rp22.000
5 lsamBl - OH _Rp20.000
6. |SUMATRA BARAT = OH Rp20.000
7. [SUMATRA SELATAN OH  Rp20.000
8 [Lampung — OH Rp17.000
9. [BENGKULU B OH Rp20.000
10. [BANGKA BELITUNG OH ‘Rp21.000
1. [BaxteEn OH Rp21.000
[ 12. [JAWA BARAT OH _ Rp19.000
13. [D.K.L. JAKARTA OH Rp18.000
14, [IAWA TENGAH OH Rp19.000
15. o YOGYAKARTA oM 'Rp21.000
16. [JAWA TIMUR OH  Rp20.000
a7 |BaLt LR T Rp20.000
18, [NUSA TENGGARA BARAT . OH Rp19.000
19. [NUSA TENGGARA TIMUR | om Rp23.000
 20. [KALIMANTAN BARAT OR: .| Rp22.000
[ 21. |[KALIMANTAN TENGAH OH _ Rp21.000
22. [KALIMANTAN SELATAN OH Rp20.000
23, [KALIMANTAN TIMUR — OH Rp21.000
24, [KALIMANTAN UTARA OH Rp26.000
25 [SULAWESI UTARA OH _ Rp20.000
26. [GorRONTALO OH Rp20.000
27. [SULAWESI BARAT oOH Rp20.000
28. [SULAWESI SELATAN | om Rp22.000
29. [SULAWESI TENGAH OH Rp30.000
30. [SULAWESI TENGGARA ~ OH Rp20.000
a1, [MALUKU OH Rp23.000
32. [MALUKU UTARA | om Rp22.000
33.|paPuUA OH Rp25.000
34. [PAPUA BARAT - OH Rp22.000
35 [PAPUA BARATDAYA on | Rp22.000
36. [PAPUA TENGAH B OH Rp25.000
37, [PAPUA SELATAN ~ OH Rp37.000
38, [PAPUA PEGUNUNGAN == OH Rp37.000}
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9.3 Pengadaan Bahan Mak untisk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejaht
Sesial (PMKS}
NO. PROVINSI SATUAN  |PASIEN RUMAH SAKIT PMKS
T @ 13 14
1. |ACEH OH Rp32.000|
2. [SUMATRA UTARA OH ®p32.000|
3 RIAU OH Rp32.000]
4. [KEPULAUAN RIAU OH Rp32.0001
5. IJ AMBI o Rp32.000
SUMATRA BARAT __OH = @g_zgoo_l
7. [SUMATRA SELATAN oH Rp32.000
8. |LAMPUNG OH . Rp32.000
9. [BENGKULY OH Rp32.000
10. [BANOKA BELITUNG Ol Rp32.000
. [BANTEN | om Rp30.000
12. JAWA BARAT on Rp30.000)
13. [D.K.1, JAKARTA OH Rp30.000]
14, JIAWA mom oH Rp30.000)
15. |D.1. YOGYAKARTA OH . Rp30.000
16, JAWA TIMUR OH Rp30.000,
17, [BA LT OH Rp38.000
18. [NUSA TENGGARA BARAT oH Kp38.000
19, [NUSA TENGGARA TIMUR OH Rps&.000|
20, [KALIMANTAN BARAT oH Rp36.000)
1. [KALIMANTAN TENGAH OH Rp36.000|
22 [KAUMANTAN SELATAN | om _ Rp26.000]
23. [KALIMANTAN TIMUR OH Rpd6.000)
_z:_ KALIMANTAN UTARA o1 Rp36.000
SULAWES! UTARA OorR | Rp36.000
oH Rp36.000
OH Rp36.000/
on Rp36.000
o4 | Rp36.000
L oH | mpasoo0
OH Rp38.000
on Rp38.000
= OH Rpa4.000|
= oy _Rptagool 000
| 35. [PAPUA BARAT DAYA ~OH Rpdsoool ~~~~ Rp37.000
;p PAHM TENGAH OH Rpd4.0004
37, |PAPUA SELATAN o | Rp5.000
a |ParuaPEGUNUNGAN 0200 | oH Rpb5.000
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B Mahen untak Keluargs Preapagn Mesain Sumr (VS5 Priuges Prngamatees Laut, Anak Bush Kepel (ABK)
Contangn postn Kagal Negara, AHK AN pacts Kajal Segars, dan Prtugss Scasiun Race Pasal (SROP) dan Yrsaet Trmfbe Seformmton
Rervwew (VTIG
ruaw | Ketaamca | SETO0AS CADRRGAN ,:::m PETUGAS SI0P
NS W PENGAMATAN
~ OV v Tavr T [ ro kams, | FAON KA DAN VTIS
1 2] 1 - 5 )
1. Jacen O} Rpiegoo]  pa. e px2,
2 UTARA o
£ (iFy T — - -
3, JERPULAVAN BAY LS L] K22 00 117900
A paMnr R on Rpih " a7 808 2,000
L BARAT (U s _m’ H 7_&“
1. [SUMATIA SELATAN oH 18.000] wpazoeo|
5 JLAMAING LN - Lud 320001 B2 00
|3 JunoRuLy o . e MPTTOON Wp2Y. 000
10 [IANGKA IELITUNG on ! d X L2k :
i fsantes o wpit ool S0 000)
13 JIAWA RARAT o Rpah 000
1 fox o 17.600) 20,00 w0
14, PAWA TENGAN o Mpit 090 ! Wp 20 000
IS, JOL VOUVAKANTA LU SR
o, fiawa Tdm o voo] s o
17 fuazy aH A e
L BARAT an 000 BT
19 INUSA TiMuw on Bp22000]  Wpx 12
SEL PN MANTAS. WAAAT o _Ep20.000) | Re0009)__ ed6,000)
21, [SALINANTAN TENGAN LU T Rpaa = B 060
2 [RAUMANTAN SELATAN ] om ool wgaowol s o)
R JRALIRONON YIS ] Bp)0000f  ppde oo g
4. |KALIANTAN UTARA ol emol  ppw 000
25, [SULAWES! 1ITARA o W, Fpag00l s
20, JOORONTALD o 000) SN
T7. JSULAWES! BARAT L M0l Mpwaoo] |
3. JSULAWES: RELATAR L) ). Mpdo0my Mp3osue
29 [SULAWEST TENGAN o Bt . pn 00| 0
30, PULAWES! TEROGARA L. -1
11 [MALLKY oW 000 ¥ 00) #pOk
22, fMALLAY UTARA = o | Np22.000) —
33 PAPUA o) Rezsmo 37 L -
M, [PAFUA BT a1 Rp2saoo) 8 t 4410
D% JPSPUA BARRY DAYA ou RpEA00l  Re)10M|  %p37.000 ;
36, [PArUA TENGAI o : My 4 000
20, JIRPLA SRLATAN o 934,00 —
3 | MPUA FEGUNUNDAR o
L./
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B8 Pengadasn Haben Makanan uniuk Potuges Benghe! dan Rapal K Petuges Pabietk Can Age wntnk
Lampu Suar, PNS, dan Kelompok Tenugs Reria P
PETUGAS KELONTOX
PENGKEL DAN | PETUGAS PABSIK TENAGA
NO PROVINS! SATUAN GALANGAN GAS AGA UNTUR s KESKHMATAN

[T} = K1)
I JACEH o 2 OH
2. [SUMATRA UTARA o
EN IR OH
S JERNLANAR o) ot
5 fasan I [
6. |sumaTien parar T oH
7. [SUMATRA SEsATAN on
B Iu\umm o
o fuenoxuey _ow
10. [BANGKA BELITUNG o8
1 fBanTEN - o8l
12, ki’wn DARAT OH
1. DR JAKARTA = o
14 fiama Tencain on
u.‘l:u. YOOYAKARTA ol
u-{.ml_n TIMUR on
DARALT am
[ 18 |Vis TENGGARA BARAT on
19, |NUSA TENGGARA TIMUK ot
20 [KALMANTAN IARAT o
n kwfiimm TENGAH oM
2. ATAN SHATAN O
2, [KALMANTAR TINUR ol
24 PAKIMANTAN UTARA L)
5 [SULAWESI UTARA oH
. |GoRoNTaLo ol
77 [sAWESI BARAT on
28 [SULAWES! SKLATAN o
2 |suLAWES! TENGAR on
3 |RULAWES! TRNGEARA o
A ey o
32 [NALUKU UTARA O
B frarua ~on
34 [rarva nagat ol
35, [PAVUA BARAT DAYA oh
36 |[PAPUA TENGAH = on
[ 37 |PArua SKLATAN on
38 |PAFUA PEGUNUNGAN an
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9.6 d Baban Makanan untuk Mab /Siswa Sipil dan Mahassiswa Militer/ Semi
un:m i Lingkup Sekolah Kedinasan
MAHASISWA/ MAHASISWA
SISWASIPIL DI | MILITER/SEMI
NO PROVINS! SATUAN LINGKUP MILITER DI
SEKOLAH | LINGKUP SEKOLAH
KEDINASAN KEDINASAN
i) 121 B [ 5l
1. JAcen _on | mp3aooo]  Rpss.000
2, |SUMATRA UTARA OH Rp32.000 Rp46.000
3, [rRiav OH Rp32.000 Rp46.000
4. [kEPULAVAN RIAU on | Rp32000|  Rp45.000)
5 pamB! N OH Rp32.000)
6. [SUMATRA BARAT | _ou | rpazooo
7. |SUMATRA SELATAN OH | gp32000
8. [LAMPUNG == OH  Rp32.000
9. [BENGKULU oH Rp32.000
10. [BANGKA BELITUNG N OH Rp32.000
1L|BANTEN s Rp30.000]
12. JJAWA BARAT OH _ Rp30.000f
13, IDKL JAKARYA B I, 2 Rp30.000
14, PAWA TENGAH _ o | mpaooon
15, |01 YOGYAKARTA OH | Rp30.000
16. [JAWA TIMUR oH | ®p30.000
17. [BALL OH Rp3&.000|
18, |NUSA TENGGARA BARAT ou Rp38.000
19. [NUSA TENGGARA TIMUR o Rp38.000|
20. [KALIMANTAN BARAT — o Rp36.000)
21 [KALIMANTAN TENGAH OH | Rp36.000
22. [KALIMANTAN == OH Rp36.000]
23, [KALIMANTAN 7 e Rp36.000
24, [KALIMANTAN UTARA OH Rp36.000
25 [SULAWES! UTARA T Rp36.000|
26. |GORONTALO oH Rp36.000
27. |SULAWESI BARAT ) | on | Rpas.ooo
28. [SULAWESI SELATAN OH Rp36.000)
[ 29. |SULAWESI TENGAH | _on | mpas.oco
30, [SULAWESI TENGGARA o | Rp36.000
. |MALUKU i OH _Rp38.000
32, MALUKU UTARA o Rp38.000
alparua | om Rp44.000
4. |PATUA BARAT _ i _Rp44.000
35 [PAPUA_ BARAT DAYA OH Rp44.000
36. [PAMUA TENGAN on Rp33,000
37 [PAPUA SELATAN ov | Rp6S5.000
38. [PAPUA PEGUNUNGAN OH Rp65.000

Al
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9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team

2023, No.363

NO. PROVINSI SATUAN BESARAN
(1) (2) 13) (4)

1. [acEm OH Rp37.000]
2. [SUMATRA UTARA OH _ Rp37.000
3 [R1au ~ OH Rp37.000
4. [KEPULAUAN RIAU OH Rp37.000
5. flamer OH Rp37.000
6. |SUMATRA BARAT OH Rp37.000
7. [SUMATRA SELATAN OH Rp37.000
8. |LAaMPUNG OH Rp37.000)
9. [BENGKULU OH Rp37.000
10. [BANGKA BELITUNG OH _ Rp37.000
1L [BANTEN OH 'Rp34.000
12. |JAWA BARAT OH Rp34.000
13. [D.K.1. JAKARTA o | Rp34.000|
14, |JAWA TENGAH - OH Rp34.000
15, |D.1. YOGYAKARTA OB Rp34.000
16. [JAWA TIMUR o | Rp34.000
17. [BALT OH Rp42.000
18. |[NUSA TENGGARA BARAT |  ou Rp42.000
19. |NUSA TENGGARA TIMUR OH  Rp42.000
20. [KALIMANTAN BARAT B OH Rp41.000
21. [KALIMANTAN TENGAH o | Rp41.000
22. |[KALIMANTAN SELATAN OH  Rp41.000
23. |KALIMANTAN TIMUR OH Rp41.000
24. [KALIMANTAN UTARA OH Rp41.000
25. |SULAWESI UTARA B oH Rpé1.000]
26. [GORONTALO OH Rp41.000
27. [SULAWESI BARAT OH Rp41.000
28. [SULAWES! SELATAN OH Rp41.000
29. [SULAWESI TENGAH oH Rp41,000
30. |[SULAWESI TENGGARA - OH Rp41.000
31. |MALUKU OH Rp42.000
32. [MALUKU UTARA oH | Rp42.000
33.|pAPUA OH _ Rp48.000
34. |PAPUA BARAT OH Rp48.000
35. |PAPUA BARAT DAYA OH  Rp48.000
36, |PAPUA TENGAH - OH Rp48.000
37, |PAPUA SELATAN OH Rp70.000
8. [PAPUA PEGUNUNGAN OH Rp70.000
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10, SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN/DETENI/ABK NONJUSTISIA

NO. PROVINSI SATUAN BESARAN
) 2) &l )

1. |ACEH | OH | Rp42.000
2. [SUMATRA UTARA —— oH | Rp41.000
3. [Riau — oH | Rp36.000
B kwuuuan RIAU O ] Rp35.000)
5 bamsr = o | Rp35.000
6. |[SUMATRA BARAT e O — _RpA7.000
7. |[SUMATRA SELATAN OH | Rpa9.000
8. |ampung OH | Rp36.000
9. [BENGKULU 1 on | Rp39.000!
10. [BANGKA BELITUNG . oi | gpao.ooo
1L [BANTEN - = OH T Rp39.000
12. JAWA BARAT _ OH | Rp40.000|
13, [D.K1. JAKARTA ) oH | Rp57.000}
14. JAWA TENGAH I OH Rp44.000
15. [D.1. YOGYAKARTA oH Rp40.000
16. |JJAWA TIMUR on Rp39.000
7 BALL iy O | Re39.000)
18, [NUSA TENGGARA BARAT - OH  Rp38.000
19. [NUSA TENGGARA TIMUR == on | Rp37.000
20 |[KALIMANTAN BARAT : OH | Rp47.000
21. [KALIMANTAN TENGAH — on Rp36.000
22. [KALIMANTAN SELATAN - on | Rp43.000
23. [KALIMANTAN TIMUR oh | Rp38.000
24. [KALIMANTAN UTARA on | Rp44.000
25, [SULAWESI UTARA o oH | Rp49.000
26, [GORONTALO ol oH | Rp42.000
27. [SULAWESI BARAT - oH Rp45.000
28. [SULAWES] SELATAN — on | RpS0.000
29. [SULAWESI TENGAH i Rp36.000
30, [SULAWESI TENGGARA . oH | Rp39.000
31, [MALUKU o = oH | Rp42.000
32. [MALUKU UTARA - OH Rp56.000
B rarua Rlianl OH _ #pS5.000
34. [PAPUA BARAT ' . o il Rpso,.‘z@1
35. [PAPUA BARAT DAYA - E OH _ Rps6.000|
36, [PAPUA TENGAH === oH | Rp55.000
37. |PAPUA SELATAN oH | Rp$0.000
38. [PAPUA PEGUNUNGAN l===1 OH Rp81.000

@y
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SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT /PERTEMUAN

2023, No.363

" KUDAPAN
NO. PROVINSI SATUAN MAKAN (SNACK)
[ 2] B3 ) 5
11 mﬁsﬁ%fﬁﬁﬁ Orang/Kali | Rp110.000 Rp49.000
112 |RAPAT BIASA
11.2.1 |ACEH Orang/Kali Rp51.000)  Rp20.000
11.22 | SUMATRA U'MRA Orang/Kali Rpd7.000]  Rp17.000
1123 Rl AU Orang/Kali RpS0.000 Rp17.000
1124 [KEPULAUAN RIAU | Orang/kas | wpsaooof  mpas.ooof
1125 PAMBI Orang/Kali |  RpS50.000 Rp18.000)
11.26 SUMATRA BA!!QT_ _Orang/Kali Rp45.000 Rp18.000
11,27 5'-"‘_",‘1'.‘.’,‘. SELATAN | Orang/Kali
1128 JLAMPUNG | Omng/Kali |
1129 JBENOKULU Orang/Kali |
_M,m BANGKA BELITUNU Orang/Kali |
11.2.11 BANTEN Orang/Kali | ¥
11.2.12 PJAWA BMU\T Orang/Kali
11.2.13 DKL JAKAR’TA Orang/Kali
11.2.14 NAWA TENGAH Orang/Kali
11.2.15 |D.I YOGYAKARTA Orung/Kali
11.2.16 PJAWA TIMUR | Orang/Kali |
11.2.17 |[BALL Orang/Kali
11.2.18 NUSA TBNGGARA BARAT | Orvang/Kali
11.2.19 NUSA TENOGARA 'ﬂMUR | Orang/Kali
11.2.20 [KALIMANTAN BARAT | orang/kan
111.2.21 WMANTAN N TENGAH __ Orang/Kal
11.2.22 hAUMANTAN SEMTAN Orang/Kali
11.2.23 |KALIMANTAN TIMUR | Orang/Kali
11.2.24 |KALIMANTAN UTARA | Orang/Kali
11.2.25 SUU\W!-:SI UTARA | Orang/Kall
11.2.26 Gonorm«w | _Orang/Kal
11.2.27 SUL\WES! IMRAT Orang/Kali
11228 SUU\WBSI SELATAN Orang/Kali
11.2.20 SULAWESI TENGAH Orang/Kali
11.2.30 Orang/Kuli
11.2.31 |MALURKU Orang/Kall
11232 [MALUKU UTARA Orang/Kali
11233 [PAPUA Orang/Kali
11.2.34 PAPUA BARAT Orang/Kali
11.2.35 PAPUA BARAT DAYA Orang/ Kali
11.2.36 PAPUA TBNGAH Orang/Kali
11237 PAPUA SEM‘I’AN Orang/Kali |
11.2.38 |PAPUA PEGUNUNGAN Orang/Kal
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12, SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO. PROVINSI SATUAN MAKAN "IUSEA":;;"‘
m 20 3] ) 5)
b jaceH a_- = | Orang/Kal Rpd 1.000 Rp16.000)
2 [SUMATRA UTARA = | Orang/Kak |  Rp38.000 Rp14.000
3 [riau ) | orang/xan Rpt0.000]  Kp14.000
 [kePuLAUAN RIAU Orang/Kali Rp35.000 Rp20.000
AMBI | orang/Kali Rp40.000
SUMATRA BARAT Orang/Kali Rp36.000]  Rp14.000
7 |SUMATRA SELATAN Orang/Kali Rp50.000 Rp14.000
8 |ramrunc Orang/Kali Rp34.000]  Rp17.000)
9 |sENckuLy Orang/Kal Rp3s.000|  Rpl3.000
10 _[BANGKA BELTUNG | Orang/Kali Rp35.000 Rp15.000
11 [BANTEN Omng/Kali |  Rp43.000 Rp16.000
12 |JAWA BARAT Orang/Kali Rpa0.000]  ®p17.000
13 |DKL JAKARTA | orang/xai | Rrpe2.000 Rpl').(l)OL
15 |JAWA TENGAH , Orang/Kali _ RpS5.000]  Rp13.000
15 |D.I YOGYAKARTA Orang/Kali Rp44.000]  Rp13.000
16 [JAWA TIMUR Orang/Kal Rpa9.000 gpgs:o_ogL
17 [BALI Orang/Kab | wpasooo|  Rp17.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali 2p39.000 Rp14,000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR | orang/kas Rp#2.000 Rp18.000
20 |KALIMANTAN BARAT Orang/Kali Rp41.000 Rp14.000
21 [KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali Rp34.000 Rp12.000
22 |KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali Rp41.000 Rp14.000)
23 [KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali | Rp3sooo]  Rp21.000
| 24 |KALIMANTAN UTARA Orang/Kali Rp42.000]  Rp17.000
25 |SULAWESI UTARA Omng/Kali | Rpd4.000 Rp21.000
265 |GORONTALO Orang/Kali Rp36.000|  Rp12.000
37 |SULAWESI BARAT | Orang/Kali | Rpd3.000 Rp17.000
|28 |SULAWESI SELATAN Orang/Keli | Rps5.000| _Rpat.ooo]
29 |SULAWESI TENGAH Orang/Kall Rp38.000 _Rp14.000
30 |SULAWES! TENGGARA Orang/Kali Rp39.000]  Rp17.000
31 [mMALUKU Orang/Kali RpA7.000 _Rp19.000
32 |MALUKU UTARA Orang/Kali Rp50.000]  Rp20.000
33 |PAPUA Orang/Kali Rp49.000 Rp26.000|
34 |PAPUA BARAT Orang/Kali Rps0.000f  Rp22.000
| 35, [PAPUA BARAT DAYA Orang/Kal RpS0.000]  Rp22.000
36, |PAPUA TENGAH Orang/Kali | Rp49.000 Rp26.000
37, |PAPUA SELATAN Orang/Kali Rp72.000]  Rp3s.000
38, |PAPUA PEGUNUNGAN Orang/Kali Rp74.000 Rp32.000
A
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13, SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI FERKANTORAN DI DALAM NEGER!

MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40 MEMILIKI LEBIH DARL 40
0. PRt PEGAWAL PEGAWAI
SATUAN BESARAN SATUAN BESARAN

1) Pl KT} -l T — i
1. facen Satker/Tatain Rpba 870,000 or Rp1.530,
IF.%AISA. UTARA satker/Tanun | gpeoozooo] ot Rp1.510.000
3 |R1AU Satker/Tahun Rp60 020,000 or Rp1.510.000
4. [KEPULAUAN RIAU Satker/Tahun | Rp61 710,000 or Rp1.550.000)

Satker/Tahun | Rps0600000f  oT | Rp1.490.000
Satker/Tahun | Rp60.020.000) or_ Rpl.510.000
Satker/Tahun | Rp60.020000] o7 Rp!.510.000
%uu/‘lhhun or _Rpl.a80.

9. [sENGKRU! Satker/Tabun or Rp1.510.000)
10. [BANGKA BELITUNG Satker/Tabun or _ Rpl 490,000
1L|BANTEN Satker/ Tahun ot Rpl 530
12. L]\wfa[\dxr Satker/Tahun or
13, [D.K1 JAKARTA = Satker/Tahun ar
14. [IAWA TENGAN Satkes/Tahun or
15, [D.1 YOGYAKARTA Satkee/Tahun or__

16. jIAWA TIMUR Satkee/Tahun | or
17. Ja AL Ratker/Tabun | or
18, |[NUSA TENGGARA BARAT Satker/Tabun | Rp60.440.000 or
19 }nyg_ TENGGARA TIMUR Satker/ Tahun Rp60.440.000 or
20 [KALIMANTAN BARAT Satker/ Tahiin _Rp60.440.000) ot
21 [KALIMANTAN TENGAH Satker/Tahun Rp39 600000 or

 [KALIMANTAN SELATAN ] Betker/Vatwin Rp60.020000§  OT
33, IKALIMANTAN THAUK: Sober/Tan Rp60.440.000 or
KALIMANTAN UTARA Satker/Tahun | Rp6o 440.000 or
[urawest urara Swker/Tahwn | mpez 1300wl or
Suitker/Tohun Rp60.870.000 or
Satker/Tahun | Rps7.060000]  or
Sathet/Tabun_ Rp60 870,000 or
Satker/Tahun | Rp60.020.000 or
Satker/Tahun | Rp60.340.000 or
_ Satker/Tahun Rp64 460 000 or
| Satker/Tahun Rp64 460,000 or_
Satker/Tahun | gp73o70000] ot |
_ Satier/Tahun Rpswao‘oooh or
35, [PAPUA_BARAT DAYA Satker/Tahun | wp67.630000)  oF

0. JRATUA Tawaatt ~Setlow/Tahun Rp?3.970.000 or
37. [PAPUA SELATAN Satker /Tahun Rp73.970.000 or
38. [PAPUA PEGUNUNGAN Satker/Tahun Rp73.970 000 or

A
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14, SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN
INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU

NO. PROVINSI SATUAN BESARAN
i) 12) 3] (3]

L. |JACEH Pegawai/Tahun | ~ Rp2.336.000
2. |[SUMATRA UTARA Pegawai/Tahun ~ Rp1.840.000
3. [R1AU Pegawai/Tahun |  Rp2.778.750
4. |[KEPULAUAN RIAU  Pegawai/Tahun  Rp2.626.250
5. ffaMBL N Pegawai/Tahun ~ Rp2.265.000
6. |SUMATRA BARAT | Pegawai/Tahun |  Rp2.812.500
7. |SUMATRA SELATAN | Pegawai/Tahun “Rp2.223.000
8. |LAMPUNG | Pegawai/Tahun Rp2.778.750
9. |[BENGKULU Pegawai/Tahun | Rp2.300.000
10. [BANGKA BELITUNG Pegawai/Tahun Rp2.181.000
11 [BANTEN | Pegawai/Tahun Rp1.852.000
12, |JAWA BARAT | Pegawai/Tabun Rp1.869.000
13. |D.K.1. JAKARTA 2 Pegawai/Tahun |  Rp2.812.500
14. JJAWA TENGAH | Pegawai/Tahun |  Rp2.336.000
15. |D.L YOGYAKARTA _ Pegawai/Tahun |  Rp2.901.250
16. [JAWA TIMUR | Pegawai/Tahun Rp2.223.000
17. [BALT Pegawai/Tahun | Rp2.920.000
18. [NUSA TENGGARA BARAT Pegawai/Tahun |  Rp2.243.000
19. [NUSA TENGGARA TIMUR Pegawai/Tahun 'Rp2.315.000
20, [KALIMANTAN BARAT | Pegawai/Tahun | Rp2.743.750
21, [KALIMANTAN TENGAH Pegawai/Tahun |  Rpl1.974.000
22. |[KALIMANTAN SELATAN | Pegawai/Tahun 'Rp2.760.000
23. [KALIMANTAN TIMUR Pegawai/Tahun |  Rpl.817.000
24. [KALIMANTAN UTARA Pegawai/Tahun | Rp2.271.250
25. |[SULAWES! UTARA Pegawai/Tahun Rp2.707.500
26, |[GORONTALO | Pegawai/Tahun Rp2.672.500
27, |SULAWESI BARAT Pegawai/Tahun | Rp2.082.000
28, |SULAWESI SELATAN Pegawai/Tahun ~ Rp2.358.750
29. |SULAWESI TENGAH | Pegawai/Tahun | Rp2.256.250
30. |[SULAWESI TENGGARA Pegawai/Tahun ' Rp2 294.000
31. [MALUKU Pegawai/Tahun  Rp2.491.250
32. [MALUKU UTARA | Pegawai/Tahun Rp3.077.500
33 |[paPuA  Pegawai/Tahun | Rp2.870.000
34, |PAPUA BARAT _ Pegawai/Tahun ~ Rp2.602.000
35. [PAPUA BARAT DAYA Pegawai/Tabun | Rp2.602,000
36. |PAPUA TENGAH Pegawai/Tahun “Rp2.870.000
37. |PAPUA SELATAN Pegawai/Tahun ~ Rp4.219.000
38. |PAPUA PEGUNUNGAN | Pegawai/Tahun Rpa.248.000

Al
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15, SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

15.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO. PROVINSI SATUAN BESARAN

] ) 3) )
15.1.1  |PEJABAT NEGARA Unit/Tashun | Rpa5.670.000
15.1.2  |PEJABAT ESELON | Unit/Tahun _ Rp42.350.000
15.1.3  |PEJABAT ESELON Il
15.13.1 JACEH = _ Unit/Tahun | Rp43.610.000
15.1.3.2  [SUMATRA UTARA Unit/Tahun Rp42.180.000
15133 [RIAU_ = _UniyTshun | Rp42.290.000
15.1 14.1.KEPULAUAN RIAU Unit/Tahun Rp42.040.000
15135 [JAMBI Unit/Tahun | Rp43.000.000
15136 |SUMATRA BARAT Unit/Tahun Rp42.950.000
15137 [SUMATRA SELATAN Unit/Tahun | Rp4a2.310.000
15138 [LAMPUNG _ Unit/Tahun _ Rpa2.430.000]
15139 [BENGKULU  Unit/Tahun |  Rp42.340.000
15.1.3.10 |BANGKA BELITUNG | unit/Tahun Rp32.010.000
15.13.11 [BANTEN - Unit/Tahun |  Rp42.180.000
15.1,3.12 ]A}VA BARAT Unit/Tahun Rp42.090.000
151313 [DKL JAKARTA Unit/Tahun | Rpa2.490.000|
15.1.3.14 [JAWA TENGAH Unit/Tahun |  Rp43.960.000
15.1.3.15 [D.L YOGYAKARTA | unit/Tahun Rp43.710.000
15.1.3.16 [JAWA TIMUR B Unit/Tahun |  Rp42.370.000
15.1.3.17 [BALI - _ Unit/Tahun Rp#4.300.000
15.1.3.18 |NUSA TENGGARA BARAT | unit/Tahun Rp42.860.000
15.1.3.19 |NUSA TENGGARA TIMUR Unit/Tahun | Rp41.740.000,
15.1.3.20 [KALIMANTAN BARAT Unit/Tuhun 8?‘12_:“_19_09%
15.1.3.21 |KALIMANTAN TENGAH | Unit/Tahun Rp44.280,000}
15.1.3.22 |KALIMANTAN SELATAN Unit/Tahun __Rp42.750.000
15.1.3.23 [KALIMANTAN TIMUR Unit/Tahun | Rp42.320.000
15.1.3.24 [KALIMANTAN UTARA | usit/Tahun Rp42.320.000
15.1.3.25 |SULAWES! UTARA | nit/Tahun |  Rpa2.240.000
15.1.3.26 |GORONTALO | unit/Tahun _ Rp41,920.000
15.1.3.27 [SULAWESI BARAT _ Unit/Tahun |
15.1.3.28 SULAWI-}_SI SBLATAN _ Unit/Tahun
15.1.3.29 [SULAWESI TENGAH Unit/Tahun
15.1.3.30 |SULAWES! TENGGARA | Unit/Tahun
15.1.3.31 |MALUKU = Unit/Tahun
15.1.3.32 |MALUKU UTARA Unit/Tahun
15.1.3.33 [pPAPUA | unit/Tahun
15.1.3.34 |PAPUA BARAT Unit/Tahun
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15.2 Kendaraan Dinas Operasional
DOUBLE
NO., PROVINSI SATUAN RODA EMPAT GARDAN RODA DUA
(3) (%) 51 (6}
Unit/Tabun | #p37.970.000f Rps0.990.000]  Rps.250.000

| Uni/Tahun | p3s.900 Rp39.550,000]  Rp#.990.000

Unit/Tahun | =pa6.620, oool Rp39.410.000]  RpS.020.000

X " Uniy/Tahun | Rp36.690.000] Rp39.270.000]  Rp+.890.000
5. Unit/Tahun | Rp37.480.000 .310.000] :
o' SUMATRA BARAT Unit/Tahun | #p37 440.000] Rp40.280.000|

7. |SUMATRA SELATAN Unit/Tahun | Rp36.920.000] Rp39.540.000

}_ LAMPUNG | uniyTahun | Rp37.020.000] ®p29.670.000
9. I:mxuw Unit/Tahun | Rp36,940.000] ®p39.570.000
I NOKA BELITUNG | Unit/Tahun | Rp36.680.000] Rp3v.210.000
1LIBANTEN _ Unit/Tahun | Rp36,760.000] Rp39.430.000
12, [JAWA BARAT Unit/Tahun | Rp36.690.000] Rp39.340.000
33 JOKI. JAKARYA. | Unit/Tahun | Rp37.000.000f Rp39.790.000

14. JJAWA_TENOAH Unit/Tahun | Rp38.220.000 Rp41400.000] F
15. |D.1. YOGYAKARTA Unit/Tahun | 2p38.020,000] Rps1.120.000|
_!9. JAWA TIMUR Unit/Tahun | Rp36.950.000] Rp39.630.000

Unit/Tahun | Rp38.560.000] Rps:.740.000
| unit/Tahun wdmno% _Rp40.150,000
Unit/Tahun | Rp36 490.000] %p38.900,000]

Unit/Tahun | Rp37.510.000] Rp39.700.000
| Unit/Tahun | Rp39.050.000] Rpd1.640.000
Unit/Tahun | kpa7.720.000| #p39.970.000
Unit/Tahun | Rp37.360.000 Rp39.480.000
Unit/Tabun | Rpa7.360.000] Rp3o.ss0.c00| R
Unat/Tahun W_J_n,ms 10.000] R

28, [SULAWES! SELATAN RNOJQOOOD: Ry

29, [SULAWEST TENGAH

Unit/Tahun | Rpaz.100.000] #p39.090.000
Unit/Tahun | Rp37.600.000] Rp39.660.000

Unit/Tahun Rpd7.650.000] Rp39.740.000 mm - 000)

15.3 Operasional dalum Lingkungan Kantar, Roda 6, Rotda 6 Khusus Tahunan Kejaksaan, dan Speed Soat

NO. URAIAN SATUAN BESARAN
(1} 2] 3) (i
l. Operassoral dalam Langh Kantor | Uni/Tahun | Rp9.750.000
JRoda 6 —— Unit/Tahun | |
3 M 6 Ktuwun "‘-‘ Kejak Unit/Tahun
g w Hoat Unit/Tabun |

A
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154 Kend, Dirsas Ope I Patrali Jalan Rava (FJR)
PJIR RODA DUA | PIR RODA DUA
NO. PROVINSI SATUAN PIR RODA EMPAT (s 250 CC) (2750 CC)
] 2] B ] 5 B
1. JacEH Unn/Tabun | Rp78.370.000] Rp19.680000] Rpa7 080,000
2. |SUMATRA UTARA _ Unst/Tahun _Rp75.920.000] Rpis 960000 Rpd3840.000
3 RIAU Unit/Tabun Rp76.090.000] RpiS 890 000] Rpd2.510.000
| S (REFOLAIAN TG LSRNV Rp75.650.0000 Rpi8.580.000f Rpd0.750.000
Eayrn Unit/ Tahun Rp77.330.000) _VR):.IQ.‘JIQ.OMI
6 |SUMATRA BARAT = Unit/Tahun RpY7 250 .000] Rp19.450.000
| 7. |SUMATRA SELATAN Unit/Tahun | Rp76.130.000] Rp18.880.000
| & JLAMPUNG _ Unit/Tahun Rp76 340.0 __Rpl18.960.000] ¥

BENGKULY Unit/Tahun | Rp76.180.000]
BANGKA BEUTUNG Unit/Tahun _Rp75.620.000 !
JBANTEN Unit/Tahun Rp78.790.000] _Rp18.5

12. JAWA BARAT _ _ Unit/Tahun Rp75.650.000 Rp40.540.000
13, ID.K1._JARARTA Unit/Tatiun Rp76.300.000 . Rp42.060.000
14, HAWA TENGAN Unit/ Tahun Hp78.910.000 _ Rpd7.550,000
15. |D.L YOOYAKARTA Uniz/Tahun Rp78.490.000] Kp19610.000] Rpi6.700,000
| 16. JJAWA TIMUR Unit/Yahun |  Rp76,190.000) __'_'ll!Q!QQQI_JH”.?-DSONO
17 jBALL = _Unit/Tabun | Rp79.630000| Rp20.250.000] RpS1.490.000
18 F!& TENGGARA BARAT Unit/Tabun | Rp77.160.000] Rp1a.310.000] Rp45 930.000|
19, INUSA TENGGARA TIMUR Unit/ Tahun Rp75.210.000] Rp18610.000] Rpé1 760.000
20. [KALIMANTAN BARAT _Unit/Tahun | Rp77.390000) Rp19.140.000] |
21 [KALIMANTAN TENGAH Unit/Tahun_| RpSO 690.000]  Rp20.370.000
22 [KALIMANTAN SELATAN Unit/Tahun Rp77.840,000] Rp19.280.000)
23 [KALIMANTAN TIMUR Unit/ Tahun Rp77.060.000] Rp1S9S0000|  Rp43 590,000
24 IKALIMANTAN UTARA | Unst/Tahun Rp76.310.000] Rp18.720000] Rpd2.370,000
| 25 JSULAWES! UTARA Unit/Tahun Rp76.890.000] Rpl18.990000] Rpd3.960.000
26. JGORONTALO Unia/ Tahun Rp76.330.000] Rp18 850.000] Rp43.280.000
Unit/Tabun | Rp73.760.000] Rpi7.910000] Rp36.590.000
| Unit/Tahun Rp76.260.000] Rp18.770.000] Rpa1.870.000
Unit/Tabun Rp78.000.000] ®p19.410.000]  Rpé.420.000
. Unit/Tahun | Rp78.920000] Rp19.710.000] Rp48.200.000f
_Unit/Tahun | Rp78.230.000] Rpl19.710.000] Rp47.080.000)
Unit/ Tahun Rp76.510.000] Rp19.160.000]  Rp43 940.000]
_Unit/Tahun Rp77.590.0001 Rp19.900.000] Rp48 080 000
Unit/Tahun Rp77.69%0.000]  Rp19.640.000) X
15.5 Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dan Sewa
NO URAIAN SATUAN BESARAN
(L1 (2] 8] (L]
_1._|Fejabar Karlon | i
2. |Pejubat Enelon 1 ) | umyTehan
3 ]Oprnshml Kantor den /atau hp-n;pn Unat/Tahun

156 Kendarnan Bermotar Listrik Rerbasia Batera

NO URAIAN SATUAN BESARAN
(1] (2) [£]] (2]
[ 1 [Pejabut Segars _Uni/Tabun [ Rp14.840.000
1. |Pejabat Eselon | Unit/Tabun | Rpl1.100.000
3. [Prjabot Bselonfl : Unit/Tahun | Rp10.990.000
4. |Operusional Kantor dan/atau Lapangan Unit/Tahun Rp10.460.000|
—; Roda Dua Unit/Tahun Rp3.200.000]
a0
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16, SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG /BANGUNAN DALAM NEGER!

HALAMAN

GEDUNG  |GEDUNG TIDAK| GEDUNG/

NO. FROVING: SATUAN | permiNGKAT | BERTINGKAT | BANGUNAN

KANTOR

3 13 5 L]

m*/tahun|  Rp192.000) Rpl48.000]  Rp10.000
m’/tahun ®p220.000]  Rp171.000]  Rp10.000
m’/tahun|  Rp217.000]  Rp162.000 Rp11.000)
m’/tahun]  Rp244.000|  RplS2000]  Rpl1.000
m’/1ahun Rp204.000  Rp151.000 Rp10,000
m’/1ahun Rp182.000) Rp132.000 Rp10,000
m’/tahun Rp218.000]  Rpi47.000f  Rpi!.000]

m’/tahun|  Rp214.000]  Rp136.000f  Rpl0.000
m*/tahun Rp191,000|
m*/thun Rp215.000)
m’/hun Rp202.000}
m®/tahun Rp178.000|
m’/tahun] _ Rp206.000)
m Lmhun 52173.@%
m*/tah Rp168,000
w’/whunl  Rp196.000
m*/tahun Rp200.000)  Rpl
m*/tahun Rp223.000|
e iahanf  Rp197.000
h MANTAN BARAT m’jtabun|  Rp201.0
. [KALIMANTAN TENGAH m’/tabun]|  Rp236.000}

22, [KALIMANTAN SELATAN —— m* [tatun] Rp196.000
23, [KALIMANTAN TIMUR m*/tahun Rp242.000

KALIMANTAN UTARA m/whun|  Rp242.000

25 [SULAWESI UTARA _|m’jtanun|  mpiszooo]  Rp157.000] Rplo
26. [GORONTALO m’/tahun Rpi96.000]  Rpl3s8.000

SULAWESI BARAT  lm'juahan|  Rp3se.ooo|  Rp296.000
SULAWESI SELATAN m’/tahun|  Rp209.000f  Rp190.000

. JSULAWES! TENGAH m’fahun]  Rp226. Rp168.000
SULAWES! TENGGARA m’/ahun)  Rp197.000f  Rpiadooof i

fMALURY |m’ftehun|  Rp223000] R
. IMALUKU UTARA m’/tahun

L JPAPUA . m’/tahun

4. JPAPUA BARAT m” /tahun

. |[PAPUA BARATDAYA - !'!’I h
6. [PAPUATENGAH =~~~ I"l"‘"“"_ 1487

. |PAPUA SELATAN m’/uahun

38 |PAPUA PEGUNUNGAN | m"{tahun
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SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO. PROVINS! SATUAN BESARAN
i) 12) (3) i4)

R o Perhai | = Rpl2.884.000
2. |SUMATRA UTARA  Perhari Rp24.315.000
3 [R1AU Per hari Rp24.788.000
4. |[KEPULAUAN RIAU Per hari Rp11.728.000
5. jpamBr Per hari ~ Rp21.094.000
6. |[SUMATRA BARAT Per hari Rp22.025.000
| 7. [SUMATRA SELATAN _ Perhari | Rp24,074,000
8. [LAMPUNG | Pehan | Rpl5.418.000
. |BENGRULU =—= Per hari Rp14.290.000
10. |BANGKA BELITUNG Pechari | Rp14.259.000
IBANTEN N Perhari | Rp13.299.000
12, |JAWA BARAT Per hari Rp35.433.000
- |DK1 JAKARTA Per hari ~ Rp37.065.000
[ 14. JIAWA TENGAH ~ Perhani | Rp18.272.000
D1 YOGYAKARTA P B Rp21.480.000
AWA TIMUR Por hai Rp19.725.000
L BALI Per hari | o Rp28.125.000
18. [NUSA TENGGARA BARAT | Perbari Rp17.344.000|
9. [NUSA TENGGARA TIMUR Per hari Rp13.058.000
. [KALIMANTAN BARAT ~ Perhari Rp14.937.000
. [KALIMANTAN TENGAH Per hari Rp9.375.000

2. [KALIMANTAN SELATAN Per hari ___ Rpl4.673.00
. |[KALIMANTAN TIMUR _ Perhani | Rp15.892.000
1. [KALIMANTAN UTARA | Perhan  Rp12.032.000
. [SULAWESI UTARA Pertari | Rp23.000.000
. |GORONTALO S Per hari Rp 12.500.000
SULAWES! BARAT Per hari Rp14.063.000
. |SULAWESI SELATAN Perhari | Rp17.394.000
9. |SULAWESI TENGAH == Per hari Rp22.045.000
. |[SULAWES! TENGGARA Per hari Rp17.579.000
1. [MALUKU Per hari  Rp8.735.000
2. [MALUKU UTARA Per hari _ Rp12.000.000)
PAPUA Perhan | Rpi5.000.000
PAPUA BARAT | Perhan | Rp19.884.000
35. |PAPUA BARAT DAYA | Perhan Rp19.884.000
. |PAPUA TENGAH Perbart | Rp15.000.000]
+ JPAPUA SELATAN | Permai | Rp22.050.000
. |PAPUA PEGUNUNGAN = Per hari Rp22.200,000
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18. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO. PROVINSI SATUAN BESARAN
i 2) (3)

1. JACEH ~ Orang/Kali

2. |[SUMATRA UTARA | Orang/Kali

3. [R1AU | orang/Kali

4. |KEPULAUAN RIAU — Orang/ Kali

5. NAMBI Orang/Kali

6. |SUMATRA BARAT Orang/Kali

7. |SUMATRA SELATAN Orang/Kali

8. |taAMPUNG Orang/Kali

9. |BENGKULU Orang/Kali

10. |BANGKA BELITUNG | Orang/Kali

1. [BANTEN | Orang/Kali

12. JUJAWA BARAT == Orang/ Kali

13. [D.K.I. JAKARTA Orang/Kali

14. JJAWA TENGAH Orang/Kali
15. |D.I. YOGYAKARTA N | Orang/Kali

16, JJAWA TIMUR _Orang/Kali

17. |[BALI | Orang/Kali

18. [NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali

19. [INUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali |
20. [KALIMANTAN BARAT _|_Orang/Kali

21, [KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali
[ 22. |[KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali |
23. |[KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali _

24. |[KALIMANTAN UTARA | Orang/Kali

25, [SULAWESI UTARA Orang/Kali

26. |GORONTALO Orang/Kali |
27. [SULAWESI BARAT Orang/Kali |
28, [SULAWESI SELATAN Orang/Kali

29, |[SULAWESI TENGAH = Orang/Kali =
30, [SULAWESI TENGGARA Orang/Kali

3L |[MALUKU Orang/Kali |
32, [MALUKU UTARA Orang/Kali
33 [PAPUA == Orang/Kali |
34. |PAPUA BARAT Orang/Kali
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19, SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGER! PERGI PULANG (PP)

KOTA SATUAN BIAYA TIKET
TUJUAN BISNIS EKONOMI
—13) 4
| _AMBON =1 Kp13.285.000
| BALIKPAPAN | Rp7.412.000

_BANDA ACEH Rp7.519.000|

| _BANDAR LAMPUNG

DENPASAR =

GORONTALO
|_JAMBI ___
YOGYAKARTA
KENDARI

KUPANG

_TANJUNG SELOR

_DENPASAR
JAYAPURA

| SORONG

SURABAYA

TERNATE

BANDAACEH

Rp10.739.000

| rp19.071.000)

_| BALIKPAPAN -
.| BALIKPAPAN
52. BALIKPAPAN

53. | BALIKPAPAN _

62, | BANDA ACEH YOGYAKARTA |
,_Q‘_ A ACEH %,
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S KOTA SATUAN BIAYA TIKET
ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
[ 5] [
64. | BANDA ACEH MANADO Rp15.798 000
65. | BANDA ACEH | PONTIANAK Rp9.990, 000
_66. | BANDAACEH | SEMARANG Rp9.530,000
67. | BANDA ACEH SOLO Rp9.530.000
68. BANDA ACEH SURABAYA Rp10.985.000|
69, BANDA ACEH TIMIKA Rp18.504.000)
70. | BANDAR LAMPUNG | BALIKPAPAN Rp8.129.000
" 71. | BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH Rp8.225.000
'BANDAR LAMPUNG 193

MAKAS: = Rp8.161.000|
BANDAR LAMPUNG MALANG Rp5.594.000,
BANDAR LAMPUNG MANADO Rp11.199.000]
BANDAR LAMPUNG MATARAM
BANDAR LAMPUNG | MEDAN
BANDAR LAMPUNG PADANG
BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAYA
‘| BANDAR LAMPUNG | PALEMBANG
BANDAR LAMPUNG | PEKANBARU
BANDAR LAMPUNG | PONTIANAK
49. BANDAR LAMPUNG SEMARANG
90, BANDAR LAMPUNG | SOLO
9 BANDAR LAMPUNG SURABAYA |
92. | BANDAR LAMPUNG MIKA

| BANDUNG
9. | BANDUNG
100, | BANDUNG
101, | BANDUNG
102, | BANDUNG
103. | BANDUNG ]
104. | BANDUNG
105. | BANDUNG TANJUNG PANDAN
106 awmmsm BANDA ACEH
BATAM
TBIAK
DENPASAR :
JAYAPURA Rp17.135.000
YOGYAKARTA Rp7.723.000]
~ MEDAN Rp10.546.000
PADANG Rp9.006.000
PALEMBANG ~ Rp7.498.000]
PEKANBARU Rp9.049.000]
SEMARANG Rp7.498,000
SOLO Rp7.498,000)
SURABAYA Rp8.942.000)
TIMIKA Rp16.472.000
" BANDAACEH Rp10.439.000,
g DENPASAR Kp8.450.000
122 | BATAM JAYAPURA Rp16.782.000|
123, | BATAM YOGYAKARTA _Rp7.370.000
124 | BATAM MAKASSAR ®p10.375.000]
125 | BATAM MANADO
126, BATAM MEDAN
127, | BATAM PADANG _
128. | BATAM PALEMBANG
129. | BATAM PEKANHARU

y
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KOTA SATUAN BIAYA TIKET

BISNIS

EKONOMI

_PALEMBANG
_BALIKPAPAN

'DENPASAR

JAYAPURA
YOGYAKARTA
MANADO

DENPASAR

DENPASAR

DENPASAR
'DENPASAR
DENPASAR

DENPASAR

_DENPASAR

_| DENPASAR

472,
 Rp16.932.000

JAMBI
169, | JAMBI
170. | Jams
Ta7e | JAmE
Y
173
174,
175,
176, | JAYAP
177. | JAYAPURA
178, | JAYAPURA

_ Rp15.424.000]
85.000|

 Rp7.091.000|
[ Rp12.707.000

Rp7.444.000]
____Rp6.878.000]

 Rpl1.263.000]
| Rp10.097.000

LA
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201, | KENDARI
202, | KENDARI

-94-
s KOTA SATUAN BIAYA TIKET
) ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
1 2) ) 5
195, YOGYAKARTA Rp8.129.000 RpA 706000
196. | PADANG Rp11.167.000 RpS.722.00¢
197, | PALEMBANG Rp9.659.000 Rp5.102.000
198, | PEKANHARU __Rp11.220.000 Rp5.776,000
199, :

203, KUPANG

Rp10.129.000

Rplo.:m.oool,

Rpl

g-.lngl =

Ly
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KOTA SATUAN BIAYA TIKET
TUJUAN BISNIS EKONOMI
(41
PONTIANAK Rp8. 193.000)
SEMARANG Rp7.744.000)
__} _SoLo | Rp7.744.000
SURABAYA Rp9.199.000
TIMIKA Rp16.718.000
BANDA ACEH Rp10.546,000
BATAM | = Rpd.161.000
YOGYAKARTA Rp7.477.000
" PALANGKARAYA | MATARAM Rp8.557.000
PALANGKARAYA _MEDAN Rp10.300.000
| PALANGKARAYA | PADANG Rp8.760.000)
| PALANGKARAYA PALEMBANG i Rp7.252.000
PALANGKARAYA | PERKANBARU Rp# £03.000
PALANGKARAYA  SEMARANG Rp7.252.000
| PALANGKARAYA SOLO Rp7.252.000

PALANGRARAYA

| PALEMBANG

| PALEMBANG »
|__PALEMBANG
PALEMBANG

upamo 000)

286.
288. | PANGKAL PINANG
289, | PANGKAL PINANG
290, | PANGKAL PINANG
291, | PANGKAL PINANG
292, | PANGKAL PINANG
293. | PANGKAL PINANG
294, | PANGKAL PINANG
295,
_297.
298.
299,
300, | PANGKAL PINANG
301, | PANGKAL PINANG | SURABAYA Rp7.284 000
302, | PEKANBARU _ | PONTIANAK Rp8.247.000
303 PERANBARU _SEMARANG Rp7.797.000
304, | PEKANBARU SOLO Rp7.797.000,
305. | PERANBARU SURABAYA T Rp9.241.000,
306 FPEKANBARU TIMIKA = Rp16.771.000
307 PONTIANAK MAKASSAR
308 PONTIANAK | SEMARANG ==
— S0LO f
SURABAYA ; _Rp8.140.000
TIMIKA Rp15.659.000)]
MAKASSAR | Rp9.466.000
DENPASAR _ Rpa. ma oon]
| UAYAPURA | Rpl2.675.000
MAKASSAR  Rp5.936,000
TIMIKA 11.295.000!
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20.  SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGER! PERGI PULANG

P
(dalam USS$}
BESARAN
NO. KOTA
EKSEKUTIF BISNIS EKONOMI
(1) 2) (3] (4) 15)
__|JAMERIKA UTARA e ——
1. [Chicago 12,733 6,891 3,662
2. |Houston 12,635 | 6,487 3,591
_ 3. |Los Angeles 1411 _5925) 3,242
4 New !oﬂ( 15,101 6.)79 ___3&32
5 _|Ottawa = 4_1?}_(_;6»7 6,97247 4,083
_ 6. |San Fransisco 13438 7138) 2987
7. (ftoromto 11,750 8564 3,201
_ 8. |Vancouver 10902y 7,458 3,277
9. Washington 15,150 8,652 3930
AMERIKA SELATAN. 1 il
Y 183991 = 9426] 7,713
= 16,393 11,5181 5,970
23,000 15,300 10,400
23128) 13837 6,825
IThAl ) 15,018 9,494 ],353
5. |Santiago de Chile 218741 15539 8,900
16, |Quito 17,325 | 16,269 12,127
17, JLima o 778.2(}1}*78263 5,038
, AMERIKA TENOAH Bl [
18, |Meksiko 822y 000 7831 3,966
19. [Havana 14,702 11,223 7.335 |
20, |Pamama 15532) 9306 = 6,195
EROPA BARAT RO [
21, |Vienna 10,520 4Ty 3,357
22, |Brussel == k= 10,713 5994 | 3,870
23. Marseille . | 10850 5,074 3,541
[ 24 fParis 10,724 __608s] 333
25, |Berlin =z 10277 6,126 3,959
26 Bern o 11,478 6,778» 1 4,355
27. _|Bonn —— 10945) 5.023 3,753
28. |Hamburg 9,938 7639 4,108
29. |Geneva 8,166 5370 4333
30, [Amsterdam 8,216 5,898 3331
31 DenHaag 8,216 58908) = 3331
32, [Frankfurt = 76601 4,037 1,065
EROPA UTARA =] ==
33. |Kopenhagen s — 9,696 4920) 3,730
3. |Helsink | 10,023 5,931 3,681
35. |Stockholm 9917 5,506 | 3,433
_39:_'&:95199;_ 11,410 7293 000 4153
a7, |Oslo = . 9856 4,773 4949
____ |EROPA SELATAN e =
38, [Sargjevo I e | 11,778 _7.12‘) 6,033
_39. |Zagreb 16,974 10,177 5,182
40. |Athens B 14,911 9256 8041
41, |Lisbon 9,309 4,746 3,383
Al
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{dalam USS)
BESARAN
NO. KOTA
EKSEKUTIF BISNIS EXONOMI
(1 2) 3 3) (51
~ 42 |Madrid__ 10393 4767 3,631
43, |Roma _ 10,000 ___6000f 4,500
44, |Beograd 10,318 6,404 5,564
45, |Vatikan - 10,000 6,000 4,500
EROPA TIMUR _ B il
__46. |Bratislava o Ta25) 4423 3,842
47, |Buchares: s ———— 8,839 4,982 4113
_48. Kiev _loseo) 6,029 5,193
49, _[Moskow —_— i 9,537 7206) 5,143
50, |Praha . 19,318 11,848 6,748
51 |Sofia_ = 7,473 6,346 3612
52, |Warsawa - : 10,777 | 5.052 3,447

53, |Budapest = ! 8,839 5,979 2,187

AFRIKA BARAT e | ———
S54. [Daklar - 129001 ~  9.848) 8,555
55. |Abuja 10,281 7848] 6818
56, |Yaouide: == | 10,281 7848 6818
|AFRIKATIMUR : =
57. _[Addis Ababa 7,700 5,808
58, |Nairobi = > 8,732 7,906
59. |Antananarive 1,779 | 9,000
60. |Dar Es Salasm B.947 6,599
61. |Harare 11,118 10,600

62. [Windhoek _18241] 7,510
63, |Cape Town — 17,182 ) 84
04. |Johannesturg 12943] 9802 7,216
|65, Maputo 11,255 8,524 | 6,275
66. |Pretoria 12,943 9,802 7,216
AFRIKA UTARA _ > i =

67, |Agiers 9,53 6,593 5,710
68. |Kairo —— — f- BB 7,122 4,483
69.  |Khartoum =N 5,904 = 4,507 3,915
70. _[Rabbat ECTT] I A7) 5,665
71, [Tripoli o 6551 5706 4,975
72. |Tunisia 9,419 5018 3,619
ASIA BARAT ) = ,

| 73.  |Manama . ] 6,573 6,154 4,827
74. |Baghdad 5,433 5,148 3,545
_ 75 |Amman — wsel] 6,431 3,545
76.  |Kuwait i 6,771 4273 3,110
77, _|Beirut 7,703 4,490 3,730
78 |Doha 5216 3639 2,745
79. |Damaskus 8,684 5,390 3,325
80. |Ankara = 9,449 6,643 3,581
81. JAbu Dhabi E 5,283 4976 2,727
82 |Sanan _sa20s] 5,878 3,679
83. pleddah 6,446 3,785 3,321

A
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{dalam US$)
BESARAN
NO KOTA
EKSEKUTIF BISNIS EKONOMI
1 2) i3) 4 151
84, |Muscat 6,469 5,156 3,727
85. |Riyadh 1] 5,359 3,510 3,000
86. |lsanbul 11,061 (84351 0 2467
87. |Dubai | 4,207 4,207 1,920
ASIA TENGAH ———flj———— = = |
_ 88, |Tashkent 13617) 8453 ) 7,343
89, |Astana 13,661 12089 8,962
9. [Baku =0 13,234 8556) = 2281
ASIA TIMUR D P— : g
91, |Beying 2| B 2595 0 2,150 1,623
92. |Hongkong 3,028 2,633 1,257
93. |Osaka 3,204) 2~ 2,686 1,864
_94. Tokyo 3,734 ___2675) __ 1,835
95, |Pyongyang 000000 4,040 2,220 1,660
96, |Seoul ; 32331 0 2,966 1,737
97, |Shanghusi ; 3,122 2,749 1,304
98, |Guangzhou i X 3122y 00 2749 1,304
______|ASIA SELATAN ——— e
99. |Kabul | 6,307 3,905 3,208
100. [Teheran i = 58000 4600 3,200
101, |Kolombo 3,119 _a562) 1,628
102, 3,063 2,07 1,002
103, 5,482 3,333 2,501
_104. 4,226 3,633 2,321
105. 3,500 25001 1,500
106. 3.063 2,417 1,092
. |ASIATENGGARA . - ——
107._|Bandar Seri Bagawan = 1,628 | 1,147 919
108, |Bangkok 000 2,344 1,155 823
109. |Davao City 2,757 2558 | 1,641
110, |pilli e = 747 | 491 350
| 111, JHano: 1833 0000 1,833] 1,656
| 112, JHo ChiMinh 1,677 _Ls03) 0 1,235
113. |Johor Bahru ST 1,195 911 525
114, |Kota Kinabalu 1894) 1427 200 694
115, |Kuala Lumpur | L1581 __659 585
116, [Kuching 2,659 19001 00 364
117. [Manila . 2433|1614 1,150
118, |Penang 5 918 _766) 00 545
119, |Phnom Fenh - 2,202 1,981 1,627
_120. |Singapura 991 673 403
121, |Vientiane 2373 2,025 1,420
1,468 L2129 LOS3
- 1,894 ' 1,427 694
2,344 1,155 823
Ar
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(dalam USS)
BESARAN
NO. KOTA
EKSEKUTIF BISNIS EKONOMI
(1) 2 (3] “ (5}
| ASIA PASIFIK e
125, |Canberra 6304 6,304 2,500
126. |Darwin 6,689 3,900 3,904
127, |Melbourne 4,886 3,814 2,858
128. INoumea 6,940 . 5917 1,916
120. |Perth 5,771 1,801 1,525
130. |Port Moresby 17,000 13,835 | 8,252
131 |Suva 12,668 4,461 = 2,669
132. |Sydney 4,620 4237 2,557
133, |Vanimo 3,318 2,740 2,380
134, erlmslon 11,750 9,830 4,120
&L
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21 SATUAN BIAYA PENYELENGOARAAN PERWAKILAN REPUBLIX INDONESIA DI LUAR NEGER!

211 ATK, Langgsnan  Koran/Majalah, lampa, Py Sendi ¢ w  Dupl b, dan
Jamuan
(dalam USS)
g 1D (S
ran anan tang
NO. KOTA :g:" Majatah ;"_‘:,‘ Sendiri | Diplomatik "‘;:""
(Eknemplar/ o (ky
Bulan)
i 14 [
AMERIKA Em‘m 12 ) i
1. JChicago 1,297 | 38 ‘. n
2 |Houstan taz0) @0 37| 89
3. |los Angeles . J t295] 00 38 91
4 |New York (Koasulat Jenderal 12659 4 a0
Republik Indonesia)
5 New York (Perutusan Tetap FT 40 3
Republik Indonesa)
[ 6. |otawa | vaor 42 100
7. |San Fransmc 1369 40 %
8 |Toroato 1.307 a2 100
S [Vancower | 1307] @@ 42 100
10 |Washing 1333 a2 a3
AMERIKA SELATAN il s
11, |Bogota 1388 ) 38 9t
12 |Brasdia = | vams 57 .
13 |Boenos Alres 1,500 40 200
4 1175 % 124
15 |Pasmush L1170 33 ) 80
16 |Santiago de Chile 1,172 T 90
17. Quisa 1.001 32 77
18 Juima . 1.099 as 85
AMERIXA TENGAM Li7E —
19, IMeksiko 1.220 35 | 85
20, [Havana 1220 35 83
21 |Panama e 1,038 33 el
| |EROPA BARAT —
22 |Vienna_ 264 2 2776 132] 103
21 |Brussel 259 22 3,120 120 101
24, |Marsestie w9 3 2373 134 105
[ 25, |Pans 0 p3] o076 133 105
26, |Aerin 54|z 2.799 127 %
27 |Bern 334 3 S 8,368 | 166 130
28. Bonn a5 221 2,690 x99
29, {Hamburg 37| 22 4717} 00 128 100
.30, |Gereva 3 281 2770 166 130
31 JAmsterdam /4y _2690 127 9
54| 22| 2799 | 127 99
254 2 2690 127 ] o
W n 3341 232 110
291 22 _2,585 213 ot
e A 2] 3978 2001 99
280 25 37491 250 259
311 2% 3974 256 | 121
us| e 2232 08| e
am| 20 2,232 117 150
3 158 20| 2776 118 91
161} 20 2,732 2 9
165 2| 2732 123 9%
200 _45) 2,500 _150 125
157 | 20 1.736 | 18 9
177 22 2478 6 102
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dalars USS)|
Langganan
Karan/ Pengumuanan Kantong
NO. KOTA l’g';_; Mayalah :';:‘_‘:; Sendiri | Diplomatik J';;:r“
(EXmemplar/ om ]
Bulan)
[ 2] [N [ 151
EROPA TIMUR
1,220 171 2
1.220 150 19
1,303 169 k73
1443 247 25
1,220 148 9
1,220 148 19
1445 174 18
3244 292 20
AFRIKA BARAT s Al =4
55 fDuikar 1220 (ECY 2341 ] 161 55
5 |Abuje 1281 | 148 12 2295 158 55
57 [Youdei 1,251 148 12 - 2.205 158 55
& AFRIKA TIMUR —— / = .
|58 |Addis Ataba 132 5 2070 143 40 |
59. |Nasrohi 132 5 2604 | 138 40
60. [Antananarivo 132 5 1,967 143 s
61, |Dur Es Sal — 1281 s{ = 1690] 139] 40
62 |Harare 136 5 1,773 148 s
AFRIXKA SELATAN = = = e =l
63 |Windhork 2341 139 8 _25m]0 151 A2
o4 JCape Town 2452 160 6 2.530 Jd7al S0
65 Nohannesburg 2,256 150 10 2,200 300 a0
66 |Maguto 2.305 149 6 1.985 163 a7
67 |Pretona 2256 150 10 5,000 00 a6
- RE 5 1815 139 0|
17y 7 1,658 | 155 39
151 7 1449 150 20
138 6 LSSy A7 b
132 6 ESETE N— Y S
(7 ) 1212 129 a0
74 |Mana 1202 _ 73 5 1278 194 52
75 |Baghdud 1220 ja1) 51 4,300 194 31
|76, JAmman |_1170) 345 5 928 177 &7
77, |Kuwair 1,170 363 5 1469 | 167 -
78, [Beirut 1,220 399 5 1.574 183 48
79, |Doha 1,120 | 385 s L5150 a7
80 |Damash 1,220 381 5 1,575 175 a6
81 [Ankara 1,220 399 5 2547 183 48 |
|82 |Abu Dhati 1170 <08 sf 1250 187 49
83 |Sana'a 117 2y s 1,464 173 45
83 lJeddah 1.220 376 5 1,534 173 %6
85, [Muscat 1,370 394 6 1,469 | ECTH -
86, [Riyndh | 1.220] 376 7 1173 173 46
87. |istanbul = 1,220 399 5 2.547 183 [T
68, |Dubai 1,170 408 5 1,250 187 | RE]
5 2244 21244 a6
5| 1,150 1.150 a6
6 1035 | 1035 .6
] m—")
K 45
51 43
51 48|

2023, No.363

www.peraturan.go.id



2023, No.363 102

dalam U
Koran/ Pen, Kan
Koran, AT lantong
o KOTA fom | Mt | Senin | oiplomatik T
(E ks plar / (08} ]
Bulanj
8 C]
1.220 365 0 37
1270 361 6 46|
1,220 MH6| 6 W
S— ] 340 6 o
ASIASELATAN | = —
100. JKawul 1,120 50 o 1945 65 )
| 101, [Teheran 1640 62 v 1,550 0| o
102, |Kolombo 1,170 | 45 3 1.495 57 i)
5 1,353 581 1
3 I AL S8y 79
B 1546 58 79
8 3 2329 | 39 81
%] 5 2.329 | 50 81
5
5
i
== i
o 8
4 66
h 6
3 —1
5 83
K] e
=% B )
5 87
8] (5}
5] )
—— 831
4 o
. &
5 o 2
6 e a2
L] .
6 92
g ¥ &
== 92
o 9
6 L)
— e
5 88

A
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Rantie, Falossn Sopls /Satpan, Sewn Keodarsas, At Kersanmin Baput
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U
~— _*ru.ln
Pergacass | Pakman thard
O, KOTA Remtesaan . L Sepwr/ Tt
ESI Ureang ! 4 Keator Saypan Sedan s Mobe oK)
Jonat | ' T Tan |+ Y ] [
. F— L - M
AVHIRA SELATAN . L
62 L ALves Joy 9 _@_‘_”_\ 5 350 ERR _L
83, [Cope Tuwn EYTT K] () SSTY ST YT N - iz
o lehamnextiu — ) S ] 11 ) . iy
|63, ooy 1% 10 357 X
o6, 12,380 L 1" ]
e Ay Y s
A L N0 Jl ] 7] 3
. Paan S— Y, 7] S ] ST B =
an. - e ke ) 9 n 3%
0. Al 10,6445 ny 9 L] NS a7s _l_@
Topel ST %1 Y D) ) ) sy 50|
i v | WALS 7 L ELTY 1Y sy w0
= HARAY e = _
A . 13,560 74 9 oy 404 L0 1 WYY T
. 15,500 73 =00 AULE BT Lo N
|78 - 105221 s} v -J "7 0] wol usl
™, 510 a2 ‘ 111 _}'L“ a5y wol 1ol 39
7Bt 20283 kel B " a7a) sy sl  wol 0] az
TN vk EEEE0 I I Al W7 25 ams) o u
.29 e UL - lawa) ¥ Y 453] )] sl el sl Ty
20, IAniaes ool k7 b 1 I Jood s} ol ol xy
A1 | A Dhate ALIAS 72 " KLY e FLEY ) BT |
uz JSanaa 10,154 3 [ EL7Y NN R Y O] Y )
[ x 10 7 0 RCTLA SRR Y S 5-Y 7Y )
| #4 [Muscat 19,766 21— sal sl an] Ssel i 3
[N ~ w7 |- T2 40 Rard BT Ered ST £
T (T . ey 7] o 00 EL) LY 1% | ]
LL 8 (™Y 11,033 72 » A 1p w5 ) n
(37— Ed MY Y N T T
] wl B I T n
1m0 wl . I ) ol s =
9 s 72 v - T B ) )
9,905 " ) /) B ST I ) —
wml o L STETY MUYV MY ) —
LX) — S WY IO TY BT ) — 1
10 A k7] ] B ETCY T TS T Fi
L71] — e 24 WRNETTY ) ST 7] 1Y
T | L il e 1 W7 w0 20
) 0 an | 441 B0 IET) T
3 &P ) 21 | maa | a |
£ hid 12 200 :
St 4 B ) ] [18 _an
) 0 %7
73 K] a7
ra . m
h ] A9 527 N0
o " FLT) Ll IR TG T
R0 S oty sl swl wml e w
L) S 301 o) 8wl wol 2wl o)
L] h ] 01 o 59 asey 3
(-] . ] Lol L 0 B CTTY T
—31 9 Eo N BN E el LTYN Xty i
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PENJELASAN i
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke
Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way)
Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten /kota
dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya
transportasi  darat  bagi Pejabat  Negara/Pegawai Aparatur  Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota
provinsi ke tempat tujuan di kabupaten /kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi
yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam
negeri.
Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu
kabupaten /kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga
pasar (at cosf) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan kegiatan.

2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar
(One Way)
Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar
merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari
tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten /Kota Bogor,
Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota
Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)
Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten /kota Pergi Pulang (PP)
merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dalam
melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu

kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas,

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten /kota tidak dapat diberikan

kepada Pejabat  Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota

Polri/TNI1/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran

yang sama, dengan ketentuan:

a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biayva melebihi
satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau
air) dapat diberikan secara at cost.

b. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya
transpor kegiatan dalam kabupaten /kota, instansi/unit pengirim dapat
memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten /kota.

c. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten /kota adalah
meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara,
Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya
yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang
inventaris kantor (vang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja
dan kursi), personal computer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar
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berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk bia)?'
pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan
Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang

kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam
bahasa yang diinginkan.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri
Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri

Diploma [, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan
Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup
dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan
ditanggung oleh Pemerintah secara at cost sedangkan untuk biaya riset
program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan
kementerian negara/lembaga masing-masing.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/ Nongelar Dalam Negeri dapat
diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu
pada pemberian bantuan beasiswa yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP).

Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh
bantuan serupa dari pihak lain,

Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi, untuk menunjang pelaksanaan
operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk foner dan biaya
perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6,000 (enam ribu) lembar/bulan,

Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional
Satuan biaya henorarium narasumber pakar/praktisi/ profesional merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber
pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga
penyelenggara yang mempunyai keahlian /profesionalisme dalam ilmu/bidang
tertentu dalam kegiatan seminar/rapal/sosialisasi/discminaai/ workshop/
sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/Foms Group  Discussion/kegiatan
sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negert maupun di luar negeri yang
dilaksanakan secara luring (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi
secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. Untuk kegiatan yang
diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut;

Narasumber Kelas A : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional
yang disetarakan dengan Menteri, ketua
dan wakil ketua lembaga negara.

Narasumber Kelas B : Narasumber Pakar /Praktisi/Profesional
vang disetarakan dengan duta besar luar
biasa dan berkuasa penuh, duta besar
yang menjabat kepala perwakilan, pegawai
negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi
Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga

negara.

www.peraturan.go.id



2023, No.363

-108

Narasumber Kelas C : Narasumber Pakar /Praktisi/Profesional
yang disctarakan dengan pegawai negeri
Gol, lll/c sampai dengan Gol. IV/b dan
perwira menengah Anggota Polri/TNI.

Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang

digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan

untuk:

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di
Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan  kepada
Narapidana/Tahanan dan Anak.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan

narapidana/tahanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri Hulkum

dan Hak Asasi Manusia.

Catatan:

Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori high risk, apabila diperiukan

dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan

besaran yang sama.

9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi  Pasukan/Latihan
Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/
Taruna/Karbol /Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi
Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit
Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga
Kawal Bagi Kemhan /Anggota Polri/TNI
a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh

satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan
logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanan terinci
dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi
Militer Selain Perang untuk mempertahankan serta melindungi
wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai
bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam
maupun luar negeri,

Latiban pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana
dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang
terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, waktu, tempat dan
dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui
perencanaan terinci.

b. Dikma/Taruna/Karbol/Kadet adalah pendidikan untuk membentuk
prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan
dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat
kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan
peranan dan golongan pangkatnya Perwira.

c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI adalah pendidikan
untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang
ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan
agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan
jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya
Bintara/Tamtama serta pendidikan yang dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan /keterampilan anggota.

d. Anggota yang sakit adalah Pegawai Kementerian Pertahanan /Anggota
Polri/TNI dan keluarganya yang dirawat /sakit (pasien).
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e. Tahanan adalah Anggota Polri/TNI yang ditahan karena pelanggaran
disiplin.

f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga
kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan tempat
tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing
kesatrian/satuan,

9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan
bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit
pemerintah,

b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah
pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang
mendapatkan pelayanan/perlindungan /rehabilitasi sosial di dalam
Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

94 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS},
Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal
Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai
(SROP) dan Vesse! Traffic Information Service (VTIS)

a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas PMS vang ikut serta
mendampingi petugas PMS di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya
pengadaan bahan makanan untuk keluarga PMS diberikan kepada
istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) anak petugas PMS.

b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei
hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan
perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi
Pelayaran (SBNP).

€. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang
siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan
bertolak serta bongkar muat,

d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang
ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada
saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patroli pengawasan.

¢. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan
peralatan di SROP dan VTIS.

9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal
Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan

Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran

a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang

memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel
navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di
galangan navigasi.

b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja
di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas
aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar,

c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar
dapat berfungsi dengan baik.

d. Kelompok tenaga keschatan kerja pelayaran adalah petugas keschatan
yang bertugas memeriksa kondisi keschatan para awak kapal pada
saat pengurusan sertifikasi kepelautan.

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa
Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan
4. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi

Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan
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b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi
TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa  Institut
Pemerintahan Dalam Negeri).

Catatan:

Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di

Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan

dananya bersumber dari PNBP dapat diberikan estimasi untuk kebutuhan

biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima
ribu rupiah).
9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team

Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team adalah pengadaan bahan

makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan

tugasnya (misal: penanganan bencana).

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat

melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan

penerbangan,  kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi
membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan

mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150%

(seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan

untuk rescue team.

10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/Anak Buah Kapal (ABK)
Nonjustisia
Satuan biaya konsumsi tahanan /deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan paket makanan
tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK
nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan,
Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan rumah penampungan
sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan

Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang

digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan

termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat Kkoordinasi

tingkat menteri/eselon | /setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan

secara luring (offline) paling singkat selama 2 (dua) jam,

Rapat koordinasi tingkat menteri /eselon 1/setara adalah rapat koordinasi yang

pesertanya menteri/eselon [/pejabat yang setara.

Catatan:

Khusus untuk kegiatan rapat harus memedomani ketentuan sebagai berikut:

a. Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat
diberikan jika melibatkan unit eselon 1 lainnya/kementerian/ lembaga
lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.

b. Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika
melibatkan satker/eselon I lainnya/setara.

c. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan
struktur organisasi,

12. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Satuan biaya konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan

[ makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik

L/

Www.peraturan.go.id



2023, No.363

111

13.

14.

15.

untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan secara
klasikal (tatap muka).

Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari
perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang
penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar
suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat
tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat
kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai,

Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris
untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris
untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris
bagi pegawai baru, Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian
meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen)
dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru
disesuaikan dengan kebutuhan.

Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan

satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan

operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan
kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai
dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian

daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum

termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang
besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

Catatan:

a. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah
kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor.
Contoh:

Golf car/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.

b. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa,
satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan
bakar,

€. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan
besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris;
dan/atau

2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul,

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin
gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/ mempertahankan
gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula
atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2%
(dua persen), tidak termasulk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam
negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan

untuk:

a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau

b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh
pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban
bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

17. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk
pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi,
seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan
adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih
dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system,
dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

18. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya taksi pedalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat
kedudukan menuju bandara/ pelabuhan /terminal /stasiun keberangkatan
atau dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat
tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan
sebaliknya.
Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam
negeri menggunakan metode biaya riil.
Terkait dengan satuan biaya ini, dalam hal keadaan tertentu sehingga pegawai
berangkat dari rumah /tempat tinggal, diperkenankan sepanjang masih dalam
kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor atau masih dalam wilayah
Jabodetabek untuk yang lokasi kantornya di wilayah Jabodetabek dengan
besaran setinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di PMK SBM ini.
Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:
Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari
Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
a. Berangkat
1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara
Soekarno-Hatta; dan
2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat
tujuan (hotel/ penginapan/kantor) di Medan.
b. Kembali
1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara
Kualanamu (Sumatra Utara); dan
2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan
(Jakarta).

19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang
(PP)
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah
satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari
bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket
termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax, bagasi, dan biaya
retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan
dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.
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20. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP)
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian
tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan
di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi
perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk airport tax dan
biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri
menggunakan metode biaya riil.

21. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri
Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya
penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,
berupa:

21.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong

Diplomatik, dan Jamuan

a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai
pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, ballpoint, dan amplop)
yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.

b. Langganan koran/ majalah merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk membiayai pengadaan media cetak.

¢. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai
pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor
perwakilan,

d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan
pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.

e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yvang digunakan untuk
membiayai pengiriman dokumen diplomatik.

f.  Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai
kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.

21.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/ Satpam,

Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai
sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar,
Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya
tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat vang mewajibkan
asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan
sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat
dipertanggungjawabkan.

b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk pemeliharaan  rutin gedung/bangunan kantor/wisma
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk
menjaga/mempertahankan gedung/  bangunan kantor/wisma
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi
semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau
sama dengan 2% (dua persen).
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Catatan Umum Lampiran 11:

1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau
2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik
Indonesia) vang disewa dan/atau dipinjam oleh pPengguna barang
d IS o

Republik Indonesia di luar negeri.
Catatan:

d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada
perwakilan Republik Indonesia di Juar negeri. Pengalokasiannya
paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (home staf]),
sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai bary disesuaikan
dengan kebutuhan,

untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir /satpam
pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil box merupakan satuan biaya
vang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan
sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) Penumpang selama
8 (delapan) jam, dan mobil boxuntuk kegiatan yang sifatnya insidentil
dan dilakukan secara selektif serta efisien, Satuan biaya sewa
tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi,

8. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang
diselenggarakan dj kantor, dimana dj dalamnya sudah termasuk
makan dan kudapan.

Kemcntcrian/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan

agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran scbagai berikut:

a. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat sclektif, sesuaj
tingkat prioritas dan/atay urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang
dilaksanakan secara daring (online);

b. lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) dalam negeri; dan

C. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas
mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan

Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas,
pemeliharaan sarana kantor, Penggantian inventaris lama dan/atau pembelian
, konsumsi rapat,

inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan
Sewa mesin_fotokopi, pemeliharaan gc_dung[banggnan dalam negeri, pada
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beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi
ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menterq ini sehingga menjadi
sebagai beri
No. Provinsi Kabupaten Toleransi
1. | Sumatra Barat Kep. Mentawai | 1339, dari satuan biaya Provinsi
Sumatra Barat
2, | Papua Barat Pegunungan 132% | dari satuan biaya Provinsi
Arfak Papua Barat
3. [ Papua Memberamo 139% | dari satuan biaya Provinsi
Papua
4. |Papua Pegunungan 133% | dari satuan biaya Provinsj
Pegunungan Bintang Papua Pegunungan
Tolikara 157%
Memberamo 161%
Tengah
Yalimo 156%
Lanny Jaya 145%
5. | Papua Tengah | Puncak Jaya 286% | dari satuan biaya Provinsi
Papua Tengah
Paniai 160%
Puncak 320%
Dogiyai 147%
Intan Jaya 310%
Deiyai 161%
6. | Papua Barat Raja Ampat 147% | dari satuan biaya Provinsi
Daya a Barat Daya
" Tambrauw 175% Pope "
Maybrat 153%
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Pengertian Istilah:
a, 0OJ . Orang/Jam
b. OH : Orang/Han
c. OB - Orang/Bulan
d OT 2 Orang/Tahun
e. OP 2 Orang/Paket
f. OK 3 Orang/Kegiatan
g OR - Orang/Responden
h. Oter : Orang/Terbitan
i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTER!I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI IN DRA;A‘I‘I._
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